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PEDOMANTRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada halaman beriku:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث Sa S Es (dengantitikdiatas)
ج Jim J Je
ح Ha’ H Ha (dengantitik di bawah)
خ Kha’ Kh Kadan ha
د Dal D De
ذ Zal Z Zet(dengantitikdiatas)
ر Ra R Er
ز Za Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy Esdan ye
ص Sad S Es (dengantitik di bawah)
ض Dad D De (dengantitik di bawah)
ط Ta T Te (dengantitik di bawah)
ظ Za Z Zet(dengantitik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrofterbalik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
xن Nun N En
و Wawu W We
ه Ha H Ha
ء Hamzah ’ Apostrop
ي Ya’ Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Contoh:  َﻒـْﯿـَﻛ : kaifa
Nama Huruf Latin NamaTanda
fathah a a َا
kasrah i i ِا
dammah u u ُا
Nama Huruf Latin NamaTanda
fathahdanya ai a dan i َْﻰـ
fathahdanwau au a dan u َْوـ
xi
 َل ْﻮـَھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Contoh:  َت َﺎـﻣ : mata
ﻰـَﻣَر: rama
 َﻞـْﯿـِﻗ : qila
 ُت ُْﻮـﻤـَﯾ: yamutu
4. Ta’ marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup atau
mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan
ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:  ِلﺎَﻔْط ﻷا ُ ﺔـَﺿْوَر :raudah al-atfal



















 ُ ﺔــَﻤـْﻜـِْﺤـَﻟا : al-hikmah
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (  ّ◌ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:  َ ﺎﻨَــّﺑَر : rabbana
 َ ﺎﻨــَْﯿـّﺠـَﻧ : najjaina
 ُ ّﻖـَﺤْــَﻟا : al-haqq
 ُ ّﺞـَﺤْــَﻟا : al-hajj
 َﻢِــُّﻌﻧ : nu“ima
 ﱞُوﺪـَﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
( ّﻰِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).
Contoh:  ﱞﻰـِﻠـَﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 ﱡﻰِــﺑَﺮـَﻋ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا(alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar
(-).
Contoh:  ُﺲـَْﻤـ◌ّّﺶَﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
 ُ ﺔَــﻟَﺰْــﻟ ﱠﺰَﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah)
xiii
 ُ ﺔَﻔـﺴْﻠـَﻔْــَﻟا : al-falsafah
 َُدﻼِـــﺒْــَﻟا : al-biladu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:  َنْوُﺮـُﻣَﺄـﺗ: ta’muru>na
 ُءَْﻮـّﻨْــَﻟا : al-nau’
 ٌءْﻲـَﺷ : syai’un
 ُت ْﺮـِﻣ◌ُُ أ: umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan
munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh: Fi Zilal al-Qur’an
Al-Sunnah qabl al-tadwin
9. Lafz al-Jalalah (ﷲ)
Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau




 ِﷲ ُْﻦـﯾِد dinullah  ِﷲ ِﺎِﺑ billah
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t].
Contoh:
 ُھـ ِﷲ ِﺔَﻤْـــﺣَر ْﻲِﻓ ْﻢ hum fi rahmatillah
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR).
Contoh: Wa ma Muhammadunillarasul
Innaawwalabaitinwudi‘alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan





Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abu>
xv
(bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.
Contohnya:
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
KUHP = Kita Undang-Undang Hukum Pidana
UUD = Undang-Undang Dasar
ITE = Informasi dan Teknologi Elektronik
HP = handphone
HAM = Hak Asasi Manusia
SMS = Short Message Service
swt. = Subhanau wa ta’ala
saw. = Sallallahu ‘alaihi wa sallam
QS…/…:… = QS al-Nisa’ / 4:145, QS al- Syu’raa’/ 26:182, dan QS al- Mutaffi/
83:1-6
Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abu
al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad
Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan:
Zaid, Nasr Hamid Abu)
ivx
:tukireb natakgnis aparebeb tapadret ,barA asahabreb aimli ayrak kutnU
ﺻﻔﺤﺔ = ص 
ﺑﺪون ﻣﻜﺎن = دم 
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ و ﺳﻠﻢ = ﺻﻠﻌﻢ 
طﺒﻌﺔ = ط 
ﺑﺪون ﻧﺎﺷﺮ = دن 
اﻟﻰ  اﺧﺮھﺎ\ اﻟﻰ اﺧﺮه  = اﻟﺦ 
ﺟﺰء = ج 
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ABSTRAK
Nama : Erwin Hidayat
Nim : 10300111020
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Judul : Akad Nikah Melalui Telepon Dalam Tinjauan Hukum Perkawinan
Islam
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui kedudukan bersatu majelis
bagi ijab kabul dalam akad nikah melalui telepon, 2) Mengetahui hukum akad nikah
melalui telepon dalam tinjauan hukum perkawinan islam, 3) Mengetahui kendala apa
saja yang timbul dalam pelaksanaan akad nikah melalui telepon.
Penyelesaian masalah tersebut, menggunakan metode penelitian pustaka
(library research), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka,
buku-buku atau karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.
Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan tentang masalah
akad nikah melalui telepon, dan beberapa literatur tentang akad nikah melalui telepon
baik dari perspektif Islam maupun hukum perdata dan lain-lain.
Dari hasil penelitian diperoleh, bahwa akad nikah melalui telepon dalam
tinjauan hukum perkawinan Islam harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan.
Kedudukan ijab kabul dalam akad nikah melalui telepon terdapat dua penafsiran
dalam keabsahannya, selama belum ada ketegasan dari lembaga penegak hukum
pendapat mana yang diberlakukan di peradilan agama, maka akad nikah sah selama
proses terjadinya ijab kabul tidak ada keraguan dan memenuhi rukun dan syarat
dalam pelaksanaannya walaupun dikaitkan dengan persoalan kedudukan satu majelis,
baik ditinjau secara fisik maupun nonfisik. Mengenai pelaksanaan ijab kabul melalui
telepon dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta
tidak bertentangan dengan kompilasi hukum Islam, maka perkawinan tersebut sudah
sah. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan 29 Kompilasi
Hukum Islam antara lain tidak berselang waktu, kemudian dilakukan sendiri oleh
wali nikah yang bersangkutan dan diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki
melalui telepon.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka diharapkan dapat memberikan
pemahaman tentang akad nikah melalui telepon yang dirasa cukup bermanfaat bagi
masyarakat agar tidak serta merta menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah
tanpa mengkaji lebih dalam mengenai latar belakang masalahnya, sehingga kita dapat
lebih pandai menyikapi hal-hal baru berkaitan tentang hukum perkawinan, dan
perlunya ada aturan yang jelas dari lembaga penegak hukum mengenai pendapat yang
diberlakukan di peradilan agama. Apabila sudah ada ketegasan undang-undang maka
umat Islam wajib terikat dengan undang-undang atau peraturan yang disepakati.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia merupakan mahluk yang paling sempurna diciptakan oleh tuhan
Yang Maha Esa yang dikaruniai akal dan pikiran, kesempurnaan untuk berjalan
serta mampu berkomunikasi dan berbicara yang membedakan manusia dengan
mahluk lain yang ada di muka bumi.
Bertambahnya jumlah populasi manusia di muka bumi menyebabkan
tersebarnya manusia ke berbagai tempat yang dipisahkan oleh jarak, sedangkan
manusia merupakan mahluk sosial yang membutuhkan manusia lain disekitarnya,
secara sosiologis disebut bahwa manusia ialah mahluk yang tidak dapat hidup
sendiri, oleh karena itu setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan serta
membutuhkan individual lain agar dapat menutupi kekurangannya dengan cara
mencintai sesama manusia tanpa membedakan ras, etnis atau perbedaan fisik.
Pembicaraan mengenai perkawinan selalu menarik perhatian, bukan karena
didalamnya ada pembahasan mengenai seksualitas, melainkan karena perkawinan
merupakan sebuah hal yang sakral dalam ajaran agama.
Secara etimologi pernikahan berarti Persetubuhan. Ada pula yang
mengartikannya perjanjian. Secara terminologi pernikahan menurut Abu Hanifah
adalah Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang
wanita, yang dilakukan dengan sengaja. Pengukuhan disini maksudnya adalah
suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariah, bukan sekedar
2pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat ‘aqad
(perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar mendapatkan kenikmatan semata.1
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di dalam Pasal
1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa.2
Sedangkan menurut Anwar Harjono dalam Hukum Perkawinan di Indonesia
menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah suatu perjanjian suci antara seorang laki-
laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.3
Substansi pernikahan itu adalah ‘aqad (perjanjian) yaitu serah terima antara
orangtua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Penyerahan dan
penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat ‘aqad
nikah itu, disamping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami-istri.4
Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah setiap manusia agar bisa memikul
amanat dan tanggung jawab yang paling besar terhadap diri dan orang yang paling
berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan memiliki manfaat
yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan
sosial tersebut adalah memelihara kelangsungan hidup manusia, memelihara
keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang
1Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam (Cet. II;  Jakarta: Siraja
Prenada Media Group, 2006), h. 11-12.
2Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),h. 4.
3Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 3
4Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, h. 12.
3bisa membahayakan kehidupan manusia, serta mampu menjaga ketentraman
jiwa.5
Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, dan anjuran ini diungkapkan
dalam beberapa redaksi yang berbeda. Misalnya, Islam menyatakan bahwa
menikah adalah petunjuk para Nabi dan Rasul, sementara merekalah sosok-sosok
teladan yang wajib kita ikuti.6
Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk
agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.
Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera
artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan
hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang
antara anggota keluarga.7
Tujuan dari pernikahan sangatlah mulia, yaitu membentuk keluarga yang
bahagia, rasa nyaman, dan kekal abadi. Pernikahan tidak cukup hanya dengan
ikatan lahir atau batin, melainkan harus dengan keduanya.
Pernikahan merupakan yang paling utama untuk menentukan waktu
sepasang laki-laki dan wanita dihalalkan berkumpul, sehingga terbebas dari
perzinahan. Sebab, zina perbuatannya sangat kotor dan dapat merusak kehidupan
manusia. Menurut ajaran Islam, zina merupakan salah satu dosa besar yang bukan
saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan, melainkan termasuk pelanggaran.
Hukum dan wajib memberi sanksi-sanksi bagi yang melakukannya.
5Atiqah Hamid, Fiqh Wanita (Jogjakarta: Diva Press, 2012), h. 79.
6Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, Ensiklopedia Fiqih Praktis Menurut Al-Quran
dan as-Sunnah (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), h. 1.
7Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 22.
4Salah satu ayat yang biasanya dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan









“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu
istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasakan tentram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.”8
Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa salah satu tanda kekuasaan Allah Swt
ialah ia menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan, melalui akad nikah
(menjadi suami istri). Hal ini membedakan manusia dengan binatang. Ayat ini
berbicara tentang tujuan perkawinan yaitu perkawinan bertujuan untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah (tentram), mawadah wa rahmah (cinta
kasih).9
Pernikahan telah sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun yang
termasuk dalam rukun pernikahan, antara lain adalah:
1. Aqad nikah dilakukan oleh mempelai laki-laki dan wanita,
2. Adanya aqad (shiqhat), yaitu perkataan dari pihak wali wanita atau
wakilnya (ijab) dan diterima oleh pihak laki-laki atau wakilnya (qabul),
3. Adanya wali dari calon istri, dan
8Mardani, Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 3.
9Mardani, Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam, h. 4.
54. Adanya dua orang saksi.
Apabila ada salah satu dari syarat yang tidak dipenuhi, maka pernikahan
dianggap tidak sah. Oleh karena itu, diharamkan bagi keduanya berkumpul
(berhubungan badan). Sebaliknya, jika semua rukun dan syarat terpenuhi, maka
pernikahannya sah.10
Akad nikah dinyatakan sah apabila memenuhi dua rukun: ijab dan kabul,
yaitu keridhaan dan persetujuan laki-laki dan perempuan untuk menikah. Akad
nikah boleh dilangsungkan dengan berbagai macam redaksi yang dapat dipahami
oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Intinya, ucapan yang disampaikan
menunjukkan keinginan untuk melangsungkan pernikahan, dan ucapan itu
dipahami oleh kedua orang saksi. Misalnya, untuk menerima pernikahan itu calon
suami berkata “Saya setuju”, atau “Saya menerimanya” atau “Saya meridhainya”.
Untuk lafazh ijab, wali nikah boleh mengatakan  “Saya nikahkan engkau”, atau
“Saya kawinkan engkau”.11
Syaikhul Islam berkata, “Akad nikah dianggap sah dengan bahasa, ucapan,
dan perbuatan apa saja yang dianggap sah oleh orang banyak. Demikian pula
akad-akad lainnya. Saya bertanya kepada guru kami al-Albani: Apakah
menurutmu suatu akad nikah telah sah jika terdapat ucapan ijab dan kabul yang
dipahami oleh dua orang saksi, dengan bahasa apapun juga? Beliau
rahimahumullah menjawab: “Ya.”
Akad nikah juga boleh dilakukan dengan lafazh hibah, menjual, atau
memberikan; selama yang diajak berbicara memahami maksudnya. Sebab,
10Atiqah Hamid, Fiqh Wanita, h. 80-81.
11Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, Ensiklopedia Fiqih Praktis Menurut Al-Quran
dan as-Sunnah, h. 38
6perkataan tersebut merupakan akad, sedangkan pada suatu akad tidak disyaratkan
lafazh khusus yang menentukan sahnya akad tersebut. Bahkan, semua lafazh
boleh digunakan jika makna lafazh tersebut dapat dipahami sebagaimana yang
dimaksudkan secara syar’i. Artinya, terdapat kesamaan antara lafazh yang
digunakan dan maknanya sesuai dengan syari’at.12
Pada zaman sekarang ini, orang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan
dagang (muamalah) dan individhu. Untuk memesan sesuatu, atau untuk
membicarakan sesuatu yang penting, tidak perlu lagi menemui seseorang secara
fisik, tetapi cukup melalui telepon. Dalam dunia dagang atau keperluan pribadi,
penggunaan telepon adalah sesuatu yang sudah lumrah (biasa). Namun bila
telepon itu dimanfaatkan untuk akad nikah (munakahat), masih terasa aneh,
karena pelaksanaan akad nikah itu dipandang sebagai hal yang sakral, dan tidak
diinginkan asal sekedar sudah terlaksana.13
Akad nikah melalui telepon adalah akad nikah yang yang dilangsungkan
melalui telepon dimana wali mengucapkan ijabnya di suatu tempat dan suami
mengucapkan kabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Meskipun tidak
saling melihat, ucapan ijab dari wali dapat didengar dengan jelas oleh calon
suami; begitu pula sebaliknya, ucapan kabul calon suami dapat didengar dengan
jelas oleh wali pihak perempuan.14
Terjadinya akad nikah melalui telepon merupakan bagian dari kemajuan
teknologi yang begitu pesat. Kemajuan tersebut memberikan kemudahan bagi
12Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, Ensiklopedia Fiqih Praktis Menurut Al-Quran
dan as-Sunnah, h. 39
13Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, h. 305.
14Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
1996), h. 1342.
7seseorang dalam hubungannya secara individu dengan orang lain. Menurut
penulis konteks hukum islam itu universal, maka hukum yang dimaksud juga
harus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga bersesuaian
dengan kaidah dan ushul fikih itu sendiri.
Di Indonesia pernah terjadi akad nikah jarak jauh, akad nikah ini di
praktekkan oleh pasangan Murdiani dengan Aryo Sutarto yang telah
dilangsungkan pada tanggal 13 mei 1989, pada saat itu pernikahan dilangsungkan
calon mempelai laki-laki berada di Amerika Serikat, sedangkan calon mempelai
perempuan berada di Kebayoran Baru Jakarta Selatan.15
Ijab diucapkan oleh wali, qabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki.
Apabila ijab dan kabul itu dapat didengar oleh saksi (terutama) dan orang yang
hadir dalam majelis pernikahan itu, telah dipandang memenuhi syarat. Berarti
pernikahan dipandang sah. Demikian pendapat ulama fikih. Namun, mereka
berbeda pendapat dalam menginterpretasikan istilah “satu majelis”, apakah
diartikan secara fisik, sehingga dua orang yang berakad, harus berada dalam suatu
ruangan yang tidak dibatasi oleh pembatas. Pengertian lain adalah non fisik,
sehingga ijab dan qabul harus diucapkan dalam satu upacara yang tidak dibatasi
oleh kegiatan-kegiatan yang menghilangkan arti “satu upacara”. Dengan demikian
ijab dan kabul harus bersambung, dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan yang
lain yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah itu.
Imam Syafi’i lebih cenderung memandangnya dalam arti fisik. Dengan
demikian wali dan calon mempelai laki-laki, harus berada dalam satu ruangan,
15Sadiani, Nikah Via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di
Indonesia, (Palangkaraya: Intimedia dan STAIN, 2008), h.1.
8sehingga mereka dapat saling memandang. Hal ini dimaksudkan , agar kedua
belah pihak (wali dan calon suami), saling mendengar dan memahami secara jelas
ijab dan kabul yang mereka ucapkan.16
Akad nikah yang berlangsung dalam suatu ruangan erat kaitannya dengan
tugas dua orang saksi yang menjadi salah satu rukun nikah. Kedua saksi itu harus
tahu betul, apa yang didengar dan dilihatnya dalam majlis akad nikah itu.
Demikian penegasan imam Syafi’i. Menurut beliau, kesaksian orang buta tidak
dapat diterima karena tidak dapat melihat. Hal ini berarti, bahwa akad nikah
melalui telepon dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan
diatas.
Imam Ahmad bin Hambali menginterpretasikan “satu majlis” dalam arti non
fisik (tidak mesti dalam satu ruangan). Ijab dan kabul dapat diucapkan dalam satu
waktu atau satu upacara secara langsung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan
lain.
Imam Abu Hanifah serta fuqaha ahlurra’yi dan kufah sejalan pikiran mereka
dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambali. Namun, Imam Ahmad bin Hambali
menegaskan, bahwa dua orang saksi, harus mendengar dan memahami ucapan
ijab dan qabul itu.
Berdasarkan penjelasan di atas (pendapat Imam Hambali), maka nikah yang
dilaksanakan melalui telepon dianggap sah asal saja diberi pengeras suara, karena
mendengar ijab dan kabul merupakan satu keharusan.17
16Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, h. 306.
17Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, h. 307.
9Dalam aturan yang sebenarnya urusan perkawinan di Indonesia  diatur oleh
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta diatur ketentuannya
didalam Kompilasi Hukum Islam. Hukum mengenai perkawinan dan urusan
keluarga tersebut diharapkan dapat menjadi pijakan hukum bagi rakyat Indonesia
yang akan melaksanakan perkawinan, namun dalam praktek pelaksanaan
perkawinan yang berlaku di masyarakat tidak ada aturan yang tertuang secara
khusus untuk mengatur hal-hal tersebut. Oleh karena itu muncul hal-hal baru yang
bersifat ijtihad.
Alasan penulis mengangkat masalah ini karena perihal pelaksanaan dan
pengaplikasian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
terhadap kondisi masyarakat yang ada pada saat ini hidup dan tumbuh dalam era
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang menuntut masyarakat harus
mengikuti pertumbuhan zaman agar dapat memecahkan kendala-kendala yang
dihadapi seperti pada realita pelaksanaan akad nikah melalui telepon.
Faktor kekosongan hukum dalam akad nikah melalui telepon juga perlu
dikembangkan lebih lanjut untuk mengetahui mengapa akad nikah melalui telepon
bisa terjadi dan apa alasan kuat sehingga tidak ada upaya lain  yang dapat
ditempuh untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Keabsahan dalam
pelaksanaan akad nikah melalui telepon  merupakan poin penting yang perlu di
kaji secara mendalam.
Hal yang melatarbelakangi penulis menyusun skripsi ini diharapkan agar
dapat memberikan pemahaman dasar tentang “Akad Nikah Melalui Telepon
dalam Tinjauan Hukum Perkawinan Islam,” dan dirasa juga cukup bermanfaat
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bagi masyarakat agar tidak serta merta menyatakan bahwa perkawinan tersebut
tidak sah tanpa mengkaji lebih dalam mengenai latar belakang masalahnya,
sehingga kita dapat lebih jernih dalam berpikir untuk menyikapi hal-hal baru
dalam cakupan hukum perkawinan.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang disebutkan sebelumnya maka pokok
permasalahan dari karya tulis ini yaitu akad nikah melalui telepon dalam tinjauan
hukum perkawinan islam. Dari pokok masalah tersebut di peroleh sub
permasalahan antara lain sebagai berikut:
1. Bagaimana kedudukan bersatu majelis bagi ijab kabul dalam akad nikah
melalui telepon?
2. Bagaimana hukum akad nikah melalui telepon dalam tinjauan hukum
perkawinan islam?
3. Kendala-kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan akad nikah
melalui telepon?
C. Pengertian Judul
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami
penelitian ini, maka penulis akan mendeskripksikan pengertian judul yang
dianggap penting:
1. Akad nikah melalui telepon adalah akad nikah yang yang dilangsungkan
melalui telepon dimana wali mengucapkan ijabnya di suatu tempat dan
suami mengucapkan kabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan.
Meskipun tidak saling melihat, ucapan ijab dari wali dapat didengar
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dengan jelas oleh calon suami; begitu pula sebaliknya, ucapan kabul calon
suami dapat didengar dengan jelas oleh wali pihak perempuan.18 Dalam
karya tulis ini akad nikah yang di maksudkan ialah akad yang
dilaksanakan menggunakan via komunikasi jarak jauh dengan pengucapan
ijab dab Kabul di tempat yang berbeda.
2. Perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-
laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak
dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang
bukan mahram.19
3. Hukum islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang
berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur’an.20
D. Kajian Pustaka
Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Akad nikah melalui
telepon ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Agar nantinya
pembahasan ini fokus pada pokok kajian maka penelitian ini dilengkapi beberapa
litertatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya
ialah sebagai berikut :
1. Di dalam buku Ali Hasan yang berjudul “Pedoman Hidup Berumah
Tangga Dalam Islam” didalam buku itu menjelaskan semua tentang
perkawinan dan ada bab tersendiri mengenai akad nikah melalui telepon.
Didalam buku ini dijelaskan pemahaman mendalam tentang akad nikah
18Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, h. 1342.
19Boedi Abdullah, Mustofa Hasan, Hukum Keluarga (Bandung : CV Pustaka Setia,
2011), h. 11.
20Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 169.
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melalui telepon dengan adanya penjelasan tersebut kita dapat mengetahi
apa maksud dari akad nikah melalui telepon. Karena itulah materi dalam
buku ini merupakan upaya penulis  untuk menghadirkan pemahaman  yang
sesuai dengan kehendak Ilahi serta sunnah Rasul-Nya tentang pernikahan,
mulai dari saat pra nikah, saat menikah, dan setelah melaksanakan
pernikahan.
2. Di dalam buku Atiqah Hamid yang berjudul “Fiqh Wanita’ di dalam buku
ini diterangkan secara mendetail tentang  beragam hal mendasar mengenai
fiqh wanita mulai dari tata cara shalat , hal-hal yang diperbolehkan dan
dilarang selama berpuasa, pelaksanaan haji umrah, pernikahan dan
perceraian, kehamilan, melahirkan anak dan lain-lain. Di dalam buku ini
ada bab tersendiri mengenai akad nikah melalui telepon. Di dalam sebuah
pernikahn, Islam memiliki sikap berhati-hati akad nikah melalui telepon
sebaiknya tidak disahkan.
3. Di dalam buku Abdul Rahman Ghazali yang berjudul “Fiqh Munakahat”
menjelaskan beragam tentang hal-hal yang menyangkut tentang
perkawinan islam, baik mengenai dasar hukum perkawinan , perjanjian
perkawinan, batalnya perkawinan, perwalian, peminangan mahar dalam
perkawinan, larangan kawin, poligami, maupun tentang putusnya
perkawinan. Buku ini fokus menerangkan pokok-pokok yang mengajarkan
bagaimana kita harus mengetahui ilmu tentang perkawinan sebelum
menjalani perkawinan yang sebetulnya.
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4. Di dalam buku Abdul Azis Dahlan yang berjudul “Ensiklopedi Hukum
Islam” menjelaskan berbagai macam hukum islam yang bersumber  dari
berbagai mazhab. Buku ini terdapat penjelasan mengenai pengertian nikah,
syarat nikah, dan di dalam halaman tersendiri dijelaskan mengenai akad
nikah melalui telepon bahwa terdapat dua pandangan berbeda, ada yang
mengartikan secara fisik maupun secara nonfisik dalam pemahaman satu
majelis tentang keabsahan akad nikah pada proses pelaksanaannya.
5. Di dalam buku Soedharyo Somin yang berjudul “Hukum Orang dan
Keluarga” menjelaskan tentang berbagai masalah hukum orang yang di
pandang dari aspek-aspek hukum yang berlaku yaitu hukum adat, hukum
islam maupun hukum perdata batar/BW serta aspek perkembangannya
dalam yudisprudensi, sehingga dalam buku ini ini bahasanya pun mudah
dipahami  bagi mereka yang awam hukum atau mereka yang ingin
memahami hukum. Buku ini juga membahas perkawinan campuran
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974.
E. Metodologi Penelitian
Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf
keilmuan. Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan
prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga
merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian
merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah
pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk
menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.
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1. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (library
research), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari
pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok
permasalahan yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya
yang membicarakan tentang masalah akad nikah melalui telepon, dan
beberapa literatur tentang akad nikah melaui telepon baik dari perspektif
Islam maupun hukum perdata dan lain-lain.
2. Pendekatan Penelitian
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan teologi normatif (hukum Islam) dan yuridis normatif (hukum
positif), pendekatan teologi normatif adalah suatu pendekatan yang
digunakan dalam suatu penelitian dimana masalah-masalah yang akan
dibahas sesuai dalam norma-norma atau kaedah-kaedah yang ada, dalam
hal ini adalah hukum Islam. Dan penelitian ini juga menekankan pada
segi-segi yuridis normatif dengan melihat pada peraturan perundang-
undangan dan penetapannya.
3. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer yang
berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab, buku
bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media massa maupun sumber
bacaan lainnya. Dalam pengumpulan dari sumber bacaan digunakan dua
metode kutipan sebagai berikut:
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1) Kutipan Langsung
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara
langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan
redaksinya. Ada beberapa rujukan yang menggunakan kutipan
langsung dengan tujuan agar terpelihara keaslian atau originalitas
karya yang dijadikan rujukan dalam menyusun karya tulis ini.
2) Kutipan tidak langsung
Dalam karya tulis ini ada beberapa rujukan yang dikutip dengan
memberikan sedikit penyempurnaan dan perbaikan agar tidak terjadi
kesalahpahaman dalam memahami makna yang dimaksud dalam
kutipan tersebut.
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan Data
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelola
data yang diperoleh kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai
dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data
dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:
1. Identifikasi data  adalah pengenalan dan pengelompokan data
sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang
relevan. Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan
pokok masalah penelitian yaitu akad nikah melalui telepon dalam
tinjauan hukum perkawinan islam.
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2. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang
relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan  penulisan
skripsi menjadi efektif dan mudah untuk dipahami oleh para
pembaca serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu
masalah. Dalam proses ini kutipan yang memang jelas akan
dipertahankan sesuai aslinya namun bila kurang jelas atau justru
menimbulkan pengertian lain, maka data tersebut akan
dieliminasi dan digantikan dengan rujukan lain yang lebih sesuai
dengan pembahasan.
3. Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang
bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan
data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok
permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data
yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang
didapatkan dari sumber bacaan.
b. Analisis Data
Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan
masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu
analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data,
memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola,
mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang
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penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan.
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua)
yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diklasifikasikan sebagai berikut:
a) Tujuan Umum
Untuk mengetahui pernikahan melalui telepon dalam tinjauan hukum
perkawinan islam.
b) Tujuan Khusus
1. Untuk mengetahui kedudukan bersatu majelis bagi ijab kabul dalam
akad nikah melalui telepon.
2. Untuk mengetahui hukum akad nikah melalui telepon dalam tinjauan
hukum perkawinan islam.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang timbul dalam
pelaksanaan akad nikah melalui telepon
2. Kegunaan
a. Kegunaan teoritis
Secara teorotis penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna
untuk perkembangan wacana hukum Islam khususnya yang berkaitan
dengan pokok masalah penelitian yaitu akad nikah melalui telepon
dalam tinjauan hukum perkawinan islam. Dan dapat memberikan
18
manfaat tentang wacana baru dalam kajian hukum hukum keluarga
Islam.
b. Kegunaan Praktis
Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang penjelasan
mengenai akad nikah melalui telepon dan kedudukan hukumnya
menurut hukum perkawinan islam.
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BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN
A. Pengertian Perkawinan
Secara etimologi pernikahan berarti Persetubuhan. Ada pula yang
mengartikannya Perjanjian’ (al-‘Aqdu). Secara terminologi pernikahan menurut
Abu Hanifah adalah: Aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari
seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja. Pengukuhan disini maksudnya
adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariah, bukan
sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat ‘aqad
(perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar mendapatkan kenikmatan semata.21
Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang
menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan
hubungan kelamin atau bersetubuh.22 Perkawinan disebut juga pernikahan yang
menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan di gunakan
dalam arti bersetubuh (wathi). Kata nikah sendiri sering dipergunakan untuk arti
persetubuhan (coitus), juga untuk arti nikah.23
Para ulama berbeda pendapat tentang makna nikah, pada hal ini mereka
terbagi tiga golongan.
Pertama, ulama hanafiyah berpendapat tentang makna nikah secara hakiki
adalah wata’ (bersetubuh), sedangkan secara majazi bermakna akad. Pendapat ini
didasarkan atas pemahaman mereka terhadap QS. Al-Nisa/4: 22.
21Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, h. 11-12.
22DepDikBud, kamus besar bahasa Indonesia, (Cet. III; Jakarta: Balai pustaka, 1994),
h.456.








“dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh
ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya
perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan.”
Ayat di atas mengandung larangan bagi seorang anak untuk menikahi
wanita yang telah dinikahi oleh ayahnya. Kata nikah dalam ayat tersebut menurut
ulama hanafiyah harus diartikan wata’, bukan aqad. Tampaknya, Hazairin
sependapat dengan golongan ini. Menurutnya, inti suatu perkawinan adalah
hubungan seksual, tidak ada perkawinan jika tidak ada hubungan seksual. Beliau
mengambil tamsil bahwa apabila perkawinan tidak ada hubungan seksual antara
suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (masa iddah) untuk
menikah kembali bekas istri dengan laki-laki lain.24
Kedua, ulama Syafi’iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa makna nikah
secara hakiki adalah aqad, sedangkan secara majazi wata’. Pendapat ulama ini









24Jamal Jamil, Korelasi Hukum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dan Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,(Cet.I; Makassar: Alauddin
University Press, 2011), h.17.
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Terjemahnya:
“kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami
yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak
ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin
kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-
hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum
yang (mau) mengetahui.”
Ayat diatas mengandung larangan bagi suami berkumpul dengan dengan
istri yang di talak tiga sampai ia menikah dengan laki-laki lain. Kata nikah dalam
ayat tersebut menurut ulama golongan ini harus diartikan aqad bukan wata’
dengan alasan  bahwa yang terkena qarinah dalam ayat tersebut adalah wanita,
sebab wanita bukanlah pelaku dalam wata’.25
Ketiga, jumhur ulama yang menggabungkan dua  pendapat yang
kontradiktif di atas. Menurut jumhur. Jika di telusuri nassyar’i. maka akan di
temukan bahwa kata nikah terkadang digunakan dalam arti wata’ dan terkadang
pula digunakan dalam arti aqad. Dengan demikian, kata nikah tidak dapat
diartikan sebagai wata’ atau aqad saja sebab keduanya merupakan kata yang tidak
dapat berdiri sendiri. Untuk itu nikah seharusnya dimaknai sebagai kesepakatan
yang dinyatatakan  dengan ucapan melalui ijab-qabul antara wali dengan calon
suami yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan seksual (wata’).
Perbedaan pendapat diantara para ulama tentang makna nikah tersebut,
membawa implikasi hukum yang berbeda. Implikasi hukum yang dimaksud
adalah apabila nikah diartikan sebagai wata’, maka akibat hukumnya adalah
25Jamal Jamil, Korelasi Hukum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dan Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, h.17.
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haram bagi anak laki-laki mengawini wanita yang pernah disetubuhi oleh ayah
anak itu secara tidak sah, atau sebaliknya. Oleh karena itu, seorang anak
perempuan yang lahir dari hubungan gelap (zina) antara seorang laki-laki dengan
seorang perempuan itu tidak boleh dikawini oleh laki-laki itu, karena
bagaimanapun juga anak perempuan itu adalah anaknya, meskipun secara yuridis
ia tidak berhak memperoleh warisan dan perwalian dari laki-laki, yang
menghamili ibunya. Sebaliknya, apabila nikah diartikan akad, maka akibat
hukumnya adalah wanita yang disetubuhi secara tidak sah oleh seorang laki-laki,
maka ia boleh dikawini oleh putra laki-laki tersebut. Bahkan, laki-laki itu boleh
mengawini anak dari hasil perzinahannya, jika sekiranya yang dilahirkan itu
adalah seorang perempuan. Hal ini disebabkan tidak ada hubungan nasab antara
laki-laki pezina dengan anak tersebut.26
Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (hakikat) dan arti
kiasan (majaz) arti sebenarnya dari nikah adalah dham yang berarti menghimpit,
menindih, atau berkumpul. Sedang arti kiasannya adalah watha yang berarti
setubuh atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.27
Adapun yang menafsirkan nikah ialah menggabungkan dan menjalin, dan
menurut istilah syari’at, nikah artinya pernikahan (perkawinan). Terkadang dalam
konteks hukum syari’at kata nikah digunakan untuk menunjukkan hubungan intim
itu sendiri.28
26Jamal Jamil, Korelasi Hukum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dan Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, h.18.
27Kamal Muchtar, Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Cet.IV; Jakarta: Bulan
Bintang, 2004), h.1.
28Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, Ensiklopedia Fiqih Praktis Menurut Al-Quran
dan as-Sunnah, h. 1.
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Dan di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang di dalam Pasal 1
dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria  dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.29
Sedangkan menurut Anwar Harjono dalam Hukum Perkawinan di
Indonesia menyatakan bahwa Perkawinan ialah suatu perjanjian suci antara
seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.30
Dan yang menjadi inti pokok pernikahan itu adalah ‘aqad (perjanjian)
yaitu serah terima antara orangtua calon mempelai wanita dan calon mempelai
pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah
terjadi pada saat ‘aqad nikah itu, disamping penghalalan bercampur keduanya
sebagai suami-istri.31
Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah fitrah setiap manusia agar bisa
memikul amanat dan tanggung jawab yang paling besar terhadap diri dan orang
yang paling berhak memperoleh pendidikan dan pemeliharaan. Pernikahan
memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial
lainnya. Kepentingan sosial tersebut adalah memelihara kelangsungan hidup
manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala
macam penyakit yang bisa membahayakan kehidupan manusia, serta mampu
menjaga ketentraman jiwa.32
29Soedharyo Soimin,Hukum Orang dan Keluarga (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),h. 4.
30Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, Fikih II (Makassar: Alauddin Press, 2010), h.
3.
31Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, h. 12.
32Atiqah Hamid, Fiqh Wanita, h. 79.
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Islam menganjurkan ummatnya untuk menikah, dan anjuran ini
diungkapkan dalam beberapa redaksi yang berbeda. Misalnya, Islam menyatakan
bahwa menikah adalah petunjuk para Nabi dan Rasul, sementara mereka lah
sosok-sosok teladan yang wajid kita ikuti.33
Definisi perkawinan dalam fikih memberikan kesan bahwa perempuan
ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri
wanita adalah aspek aspek biologisnya saja. Terlihat dalam kata al-wat’ atau al-
istimna’ yang semuanya berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula pemberian
ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki berhubungan seksual dengan wanita.
Implikasi yang lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak yang dikuasai oleh
laki-laki seperti yang tercermin dalam berbagai peristiwa-peristiwa perkawinan.34
Dari bermacam-macam  pengertian perkawinan di atas, dapat ditarik satu
kesimpulan bahwa pengertian perkawinan pada umumnya adalah sama yaitu
perkawinan (nikah) suatu perjanjian dalan masyarakat antara laki-laki dan
perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera
berdasarkan peraturan yang berlaku bagi masyarakat di suatu negara maupun
secara keagamaan.
Di dalam agama islam juga mengharuskan adanya persetujuan bersama
sepenuhnya antara kedua belah pihak tentang kelangsungan perkawinan. Jadi
dengan demikian ketentuan tentang persetujuan, harus ada lebih dulu sehingga
33Syaikh Husain bin ‘Audah al-‘Awaisyah, Ensiklopedia Fiqih Praktis Menurut Al-Quran
dan as-Sunnah, h. 1.
34Abdul Manan, Reformasi hukum Islam di Indonesia, (Jakarta; Rajawali Press, 2006), h.
153.
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apabila seorang laki-laki dan perempuan telah sepakat untuk melangsungkan
perkawinan itu berarti mereka telah taat pada ketentuan yang berlaku.
B. Tujuan Perkawinan
Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umumnya berlaku pada
makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.
Manusia sesuai dengan fitrahnya mempunyai kebutuhan-kebutuhan
jasmani, diantaranya kebutuhan seksual. Kebutuhan tersebut merupakan dorongan
yang sulit dibendung dan selalu menimbulkan kerisauan. Oleh karena itu, agama
mensyariatkan dijalinnya hubungan antara pria dan wanita, serta mengarah
hubungan itu dalam sebuah lembaga perkawinan.
Berdasarkan hal tersebut, sepintas boleh jadi ada yang berkata bahwa
“pemenuhan kebutuhan seksual merupakan tujuan utama perkawinan dan dengan
demikian fungsi utamanya reproduksi”. Dalam pandangan islam, seks nukanlah
sesuatu yang kotor atau najis, tetapi bersih dan harus selalu bersih. Itulah
sebabnya allah memerintahkannya secara tersirat melalui law of sex, bahkan
secata tersurat dalam firman-firmannya. Karena seks tersebut sesuatu yang bersih,
maka dalam penyalurannya harus pula dilakukan dalam suasana suci bersih dan
dalam sebuah ikatan suci pula. Penyaluran kebutuhan tersebut dalam bingkai yang
diisyaratkan akan merubah kerisauan-kerisauan sebelumnya menjadi ketentraman
atau sakinah.35
35Jamal Jamil, Korelasi Hukum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dan Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, h.42.
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Tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk
agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.
Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera
artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga timbullah
kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.36
Tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu:
1. Mendapatkan dan Melangsungkan Keturunan.
Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan
yang sah keabsahan anak keturunan yang di akui oleh dirinya sendiri,
masyarakat, Negara dan kebenaran keyakinan agama islam member
jalan untuk itu. Agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia
di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat dicapai dengan
hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan
bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya antara lain
ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan
belahan jiwa.37
2. Penyaluran Syahwat dan Penumpahan Kasih Sayang  Berdasarkan
Tanggung Jawab.
Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT, manusia diciptakan berjodoh-
jodoh dan diciptakan olah Allah SWT mempunya keinginan untuk
36Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 22.
37Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 25.
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berhubungan antara pria dan wanita.38 Disamping perkawinan untuk
pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih
sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan
bertanggungjawab. Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar
perkawinan tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab
yang layak, karena didasarkan kebebasan yang tidak terikat oleh satu
norma. Satu-satunya norma ialah yang ada pada dirinya masing-
masing,sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan.
Perkawinan mengikat adanya kebebasan menumpahkan cinta dan kasih
sayang secara harmonis dan bertanggung jawab melaksanakan
kewajiban.39
3. Memelihara Diri dari Kerusakan.
Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat
ditunjukkan  melalui perkawinan. orang-orang yang tidak melakukan
penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan
dapat menimbulkan kerusakan, entah kerusakan dirinya sendiri ataupun
orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu,
sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang
tidak baik. Dorongan nafsu yang utama ialah nafsu seksual, karenanya
perlu lah menyalurkannya dengan baik, yakni perkawinan. Perkawinan
dapat mengurangi dorongan yang kuat atau dapat mengembalikan
gejolak nafsu seksual.
38Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 27.
39Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 28.
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4. Menimbulkan Kesungguhan Bertanggung Jawab dan Mencari Harta
yang Halal.
Hidup sehari-hari menunjukkan bahwa orang-orang yang belum
berkeluarga tindakannya masih sering dipengaruhi oleh emosinya
sehingga kurang mantap dan kurang bertanggung jawab. Kita lihat sopir
yang sudah berkeluarga dalam cara mengendalikan kendaraannya lebih
tertib, para pekerja yang sudah berkeluarga lebih rajin dibanding dengan
para pekerja bujangan. Demikian pula dalam menggunakan hartanya,
orang-orang yang telah berkeluarga lebih efektif dan hemat, karena
mengingat kebutuhan keluarga dirumah. Jarang pemuda-pemudi yang
belum berkeluarga memikirkan hari kedepannya, mereka berpikir untuk
hari ini, barulah setelah mereka kawin, memikirkan bagaimana caranya
mendapatkan  bekal untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
5. Membangun Rumah Tangga dalam Rangka Membentuk Masyarakat
Sejahtera Berdasarkan Cinta dan Kasih Sayang.
Suatu kenyataan bahwa manusia di dunia tidaklah berdiri sendiri
melainkan bermasyarakat yang terdiri dari unit-unit yang terkecil yaitu
keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Dalam hidupnya manusia
memerlukan ketenangan dan ketentraman hidup. ketenangan dan
ketentraman untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan masyarakat
dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota
keluarga dalam keluarga. Keluarga merupakan bagian masyarakat
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menjadi faktor yang terpenting dalam penentuan ketenangan dan
ketentraman masyarakat.40
Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan adalah untuk
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dalam hal ini Undang-undang telah meletakkan
agar dalam pengaturan Hukum Keluarga di Indonesia bahwa perkawinan bukan
semata mata pemenuhan kebutuhan jasmani seorang pria dan wanita, namun
perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat erat hubungannya dengan agama
dan kerohanian.
C. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan
Menurut syariat islam, sahnya suatu perbuatan hukum harus memenuhi dua
unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah unsur pokok, sedangkan syarat
merupakan pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Perkawinan sebagai suatu
perbuatan hukum tentunya harus memenuhi rukun  dan syarat sahnya
perkawinan.41
Jumur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:
a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan
dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan
menikahkannya,
40Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 31.
41Jamal Jamil, Korelasi Hukum Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dan Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, h.30.
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c. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua
orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
d. Sighat akad nikah, yaitu ijab Kabul yang diucap oleh wali atau
wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-
laki.
Mengenai jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat.
Imam malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:
1) Wali dari pihak perempuan,
2) Mahar (maskawin),
3) Calon pengantin laki-laki,
4) Calon pengantin perempuan, dan
5) Sighat akad nikah.
Imam Syafi’i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:
1) Calon pengantin laki-laki,
2) Calon pengantin perempuan,
3) Wali,
4) Dua orang saksi, dan
5) Sighat akad nikah.
Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (akad
yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).
Sedangkan menurut golongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu:
1) Sighat (ijab dan qabul)
2) Calon pengantin laki-laki
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3) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.
Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, karena
calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, seperti terjadi dibawah
ini:
a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai
laki-laki dan mempelai perempuan.
b. Adanya wali
c. Adanya dua orang saksi
d. Dilakukan dengan sighat tertentu.42
Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan.
Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan
adanya segala hak dan kewajiban suami isteri.
Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:
1. Calon mempelai perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang ingin
menjadikannya isteri. Jadi, perempuan itu bukan merupakan orang
yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi utnuk sementara
maupun untuk selamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri  para saksi.
Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya
sebagai berikut:
1. Syarat-syarat kedua mempelai.
a. syarat-syarat pengantin pria.
42Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, (Makassar: Alauddin University
Press, 2012), h. 23.
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1) Calon suami beragama islam
2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
3) Orangnya diketahui dan tertentu
4) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon isteri serta tahu
betul calon isterinya halal baginya
5) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan
itu
6) Tidak sedang melakukan ihram
7) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon istri
8) Tidak mempunyai isteri empat
b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan:
1) Beragama islam atau ahli kitab
2) Terang bahwa ia wanita, bukan khuntsa (banci)
3) Wanita itu tentu orangnya
4) Halal bagi calon suami
5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih
dalam ‘iddah
6) Tidak dipaksa/ikhtiyar
7) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.
2. Syarat-syarat Ijab Qabul
Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul dengan lisan. Inilah
yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). Bagi
orang bisu seperkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang
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bisa dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan
atau walinya, sedangkan qabul oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.
3. Syarat-syarat wali
Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau
wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Wali hendaknya seorang
laki-laki, muslim, baik, sehat dan adil (tidak fasik).
4. Syarat-syarat saksi
Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki,
muslim, balik, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti (paham)
akan maksud akad nikah. Tetapi menurut hanafi dan hambali, boleh
juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan.
Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu sebagai berikut:
a. Berakal, bukan orang gila
b. Baligh, bukan anak-anak
c. Merdeka, bukan budak
d. Islam
e. kedua orang saksi itu mendengar43
Mengenai persyaratan bagi orang yang menjadi saksi, perlu
diungkapkan bahwa kehadirannya saksi dalam akad nikah merupakan
salah satu syarat sahnya akad nikah. Oleh karena itu, setiap
perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 KHI).
Jadi, setiap pelaksanaan akad nikah wajib dihadiri oleh dua orang
43Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, h. 26.
34
saksi, tanpa kehadiran saksi dalam pelaksanaan akad nikah, akibat
hukumnya adalah perkawinan dimaksud tidak sah.44
D. Hukum Melakukan Perkawinan
Hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan; segolongan
fukaha’, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya
sunnah. Golongan Zhaririyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama
Malikiyah mutaakhirin bahwa nikah itu wajib untuk sebahagiaan orang, sunnah
untuk sebahagiaan lainnya dan mubah untuk segolongan orang lain. Demikian itu
menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.45
Terlepas dari pendapat para ulama diatas, islam sangat menganjurkan
kaum muslimin yang mampu agar melangsungkan perkawinan. Dan hukum
melakukan perkawinan ini bisa berbeda sesuai dengan kondisi yang akan
melakukan perkawinan tersebut dan tujuan melakukannya. Hukum melakukan
perkawinan tersebut bisa wajib, sunnah, haram, mubah, atau makruh.
1. Pernikahan Yang Hukumnya Wajib.
Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin
dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak
kawin maka hukum melakukan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini
didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga
diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus
dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka
hukum melakukan perkawinan itupun wajib.
44Zainuddin ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 20.
45Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, h. 16.
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2. Pernikahan Yang Hukumnya Sunnah.
Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk
melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan
akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut
adalah sunnah. Alasan menetapkan hukum sunat itu ialah dari anjuran Al-
Quran seperti tersebut dalam surah al-Nur ayat 32 dan hadist nabi yang
diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas’ud yang
dikemukakan dalam menerangkan sikap agama islam terhadap pernikahan.
Baik ayat Al-Quran maupun al-Sunnah tersebut berbentuk perintah tetapi
berdasarkan qorinah-qorinah yang ada, perintah nabi tidak memfaedahkan
hukum wajib, tetapi hukum sunnah saja.
3. Pernikahan Yang Hukumnya Haram.
Bagi orang yang mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan
serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga
sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan
isterinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut haram.
Termasuk hukumnya haram bila seseorang kawin dengan maksud untuk
menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus
hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.46
4. Pernikahan Yang Hukumnya Makruh
Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan
juga cukup mempunyai kemampuan menahan diri sehingga tidak
46Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, h. 20.
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memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin.
Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat
memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.47
5. Pernikahan Yang Hukumnya Mubah.
Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi
apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila
melakukannya juga tidak akan menelantarkan isterinya. Perkawinan orang
tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan
tujuan menjaga kehormatan agamanya dan penghambatnya untuk kawin
itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan
perkawinan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai
kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum
mempunyai kemauan yang kuat.48
G. Hikmah Perkawinan
Menurut Ali Ahmad Al-jurjawi hikmah-hikmah perkawinan diantaranya
adalah sebagai berikut:
1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu
banyak, maka proses memakmurkan bumi berjalan dengan mudah, karena
suatu perbuatan yang harus dikerjakan bersama-sama akan sulit jika
dilakukan secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan
dan jumlahnya harus terus dilestarikan sampai benar-benar makmur.
47Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 21.
48Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, h. 21.
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2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah
tangganya teratur. Ketertiban tersebut tidak mungkin terjadi kecuali harus
ada perempuan yang mengatur rumah tangga itu. Dengan alasan itulah
maka nikah diisyaratkan, sehingga keadaan kaum laki-laki menjadi
tenteram dan dunia semakin makmur.
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua sekutu berfungsi memakmurkan
dunia masing-masing dengan ciri khasnya berbuat dengan berbagai macam
pekerjaan.
4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi. Adanya isteri
yang bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan. Istri berfungsi dalam
suka dan penolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi untuk
mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting bagi kesejahteraan.
5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk
menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Pernikahan akan menjaga
pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak dihalalkan
untuknya. Apabila keutamaan dilanggar, maka akan datang bahaya dari
dua sisi; yaitu melakukan hinaan dan timbulnya permusuhan dikalangan
pelakunya dengan melakukan perzinahan dan kepasikan. Adanya tindakan
seperti itu, tanpa diragukan lagi, akan merusak peraturan alam.
6. Perkawinan akan melahirkan keturunan serta menjaganya. Di dalamnya
terdapat faedah yang banyak, antara lain memelihara hak-hak dalam
warisan, seorang laki-laki yang tidak mempunyai isteri tidak mungkin
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mendapatkan anak, tidak pula mengetahui pokok-pokok serta cabangnya
diantara sesama manusia. Hal ini dikehendaki agama dan manusia.
7. Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada berbuat baik sedikit.
Pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
8. Manusia itu jika telah mati terputuslah semua amal perbuatannya yang
mendatangkan rahmat dan pahala kepadanya. Namun apabila masih
meninggalkan anak dan isteri, mereka akan mendoakan dengan kebaikan
hingga mereka akan mendoakan dengan kebaikan hingga amalannya tidak
terputus dan pahalanya pun tidak ditolak. Anak shaleh merupakan amalan
yang tetap yang masih tertinggal meskipun ia telah mati.49
9. Selanjutnya naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh saling lengkap
melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula
perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat
baik yang menyemputnakan kemanusiaan sesorang.
10. Menyadari tanggung jawab beristeri dan menanggung anak-anak akan
menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat
dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan
tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak
bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah
kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga dapat mendorong usaha
mengeksploitasi kekayaan alam yang dikaruniai Allah untuk kepentingan
hidup manusia.
49Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 65-68.
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11. Pembagian tugas dimana yang satu mengurusi dan mengatur rumah
tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas
tanggung jawab antara suami isteri dalam menanggung tugas-tugasnya.
Perempuan bertugas mengatur menguasai rumah tangga, memelihara dan
mendidik anak-anak dan menyiapkan suasana yang sehat bagi suaminya
untuk istirahat guna melepaskan dan memperoleh kesegaran kembali50
Sebagaimana di ketahui publik, pernikahan bukan sekedar memenuhi
hasrat biologis, melainkan nikah juga merupakan ibadah yang telah di tetapkan
oleh Allah SWT. Karena itu hikmah perkawinan bagi seorang muslim dan
masyarakat pada umumnya sangat besar dan banyak manfaatnya.
Selain hikmah-hikmah di atas, Sayyid Sabiq menyebutkan pula hikmah-
hikmah yang lain, yaitu:
1. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang
selamanya menuntut adanya jalan keluar. Jika jalan keluar tidak dapat
memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami
kegoncangan, kacau dan menerobos jalan yang jahat. Kawin
merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk
menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin, badan
jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram
perasaan tenang menikmati barang yang halal.
50Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, h. 36.
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2. Kawin merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak menjadi
mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta
memelihara nasab yang oleh islam sangat diperhatikan.
3. Naluri kebapaan dan keibuan akan tumbuh melengkapi dalam suasana
hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan
ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang
menyempurnakan kemanusiaan seseorang.51
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak akan
menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat
bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena
dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia
akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat
memperbesar jumlah kekayaan dan memperbesar produksi.
5. Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi dan mengatur
rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan
batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-
tugasnya.
6. Dengan perkawinan, diantaranya dapat membuahkan tali
kekeluargaan, memperteguh kelanggengan cinta antara keluarga, dan
memperkuat hubungan kemasyarakatan yang oleh islam direstui,
ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang
51Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 69-71.
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lagi saling menyayangi akan terbentuk masyarakat yang kuat dan
bahagia.52
Dalam salah satu pernyataan PBB yang disiarkan oleh harian Nasional
terbitaan sabtu 6 juni 1959 disebutkan, “Orang yang bersuami isteri berusia lebih
panjang dari pada orang-orang yang tidak tidak bersuami isteri, baik karena
menjanda, bercerai, atau sengaja membunjang”.53
Secara singkat penulis dapat menyimpulkan bahwa hikmah perkawinan
ialah menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran
naluri kebapaan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan
kewajiban dalam rumah tangga dan dari pihak suami dan ckeluarga dari pihak
isteri.
52Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat, h. 72.




TINJAUAN UMUM AKAD NIKAH MELALUI TELEPON
A. Telekomunikasi Dan Perkembangannya
Untuk hidup efektif, orang harus hidup dengan cukup informasi.
Komunikasi dan informasi merupakan bagian dari kehidupan manusia,
sebagaimana manusia bagian dari masyarakat. Dengan informasi dan komunikasi
yang semakin canggih, orang dapat mengetahui apa yang telah, sedang dan akan
terjadi di suatu masyarakat dan Negara. Dengan informasi pula, orang akan tahu
apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kehidupannya. Informasi dalam
bentuk jasa telekomunikasi ini sebagaimana informasi bentuk lain memegang
peranan penting dalam kehidupan masyarakat.
Pada awalnya komunikasi jarak jauh yang sering dilakukan oleh manusia
berupa pemanfaatan bunyi-bunyi dan alat lainnya. Sejak ditemukannya sinyal
listrik lebih memungkinkan manusia melakukan komunikasi dalam jarak jauh
yang tidak terbatas serta keefisienan penyampaian informasi karena kecepatan
yang sangat tinggi.
Telepon berasal dari kata tele dan phone yang berarti “jauh” dan “bunyi”.
Melalui pesawat telepon, disamping mendengar tentu orang juga berbicara, bias
dikatakan pesawat telepon merupakan symbol suatu prestasi sebuah peradaban
manusia. Pesawat telepon mempermudah saling komunikasi antar individu pada
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tempat yang berlainan dan berjauhan. Jadi telepon adalah suatu alat untuk
berbicara atau berkomunikasi dari jarak jauh.54
Hubungan dengan telepon termasuk bentuk komunikasi tidak langsung
antara dua individu tetapi di perantarai dengan satu rangkaian elektronik yang
disebut pesawat telepon, sebagai sarana komunikasi telepon dipakai untuk
menyampaikan dan menerima informasi dengan cepat, karena dengan telepon
baik komunikator (penyampai pesan) maupun komunikan (penerima pesan dapat
menyampaikan berita atau informasi pada saat yang sama, tidak perlu menunggu
berjam-jam, apalagi berhari-hari.
Hubungan telepon adalah cara mengadakan hubungan langsung jarak jauh
untuk menyampaikan dan menerima pembicaraan melalui alat elektronik dari satu
pihak ke pihak lain. Melakukan hubungan telepon merupakan bagian biasa dari
kehidupan manusia, bahkan telepon telah menjadi sebuah kebutuhan, melalui
telepon setiap orang dapat menjalin komunikasi dengan lebih efektif. orang bisa
membuat janji secara pasti melalui telepon sebelum mereka melakukan pertemuan
langsung yang penting dan merupakan sarana penting dalam menunjang
kelancaran aktivitas.55
Dari segi kapasitas atau kemampuan peralatan yang digunakan pada
pesawat telepon ada beberapa jenis pesawat telepon, yaitu:
1. Intercom
54Sunaha dan Shingeki Shoci, Buku Pegangan Teknik Komunikasi, (Jakarta: PT Kradinya
Paramita, 1991), h. 17.
55Tedja Purnama, Teknologi Perkantoran, (Jakarta: Karya Gemini Puteri Utama, 1989),
h. 12.
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Dalam bahasa inggris disebut intercommunication yang artinya
komunikasi di dalam. Hubungan di dalam intercom sering disebut juga
dengan istilah interphone atau intertelephone. Di kantor, intercom
merupakan alat komunikasi yang dipergunakan untuk menyampaikan
warta atau keterangan dalam lingkungan organisasi sendiri atau dari satu
bagian ke bagian lain dalam satu instansi.
2. Pesawat Telepon
Telepon merupakan alat untuk menyampaikan informasi secara lisan dari
satu pihak ke pihak lain dari jarak jauh, baik dalam lingkungan kantor
maupun luar kantor. Salah satu jenis pesawat telepon adalah pesawat
tunggal, pesawat ini bisa digunakan di lingkungan keluarga, organisasi,
maupun instansi tertentu. Pesawat tunggal yang digunakan di lingkungan
instansi biasanya dilengkapi dengan pesawat ekstensi (cabang-cabang).
3. PMBX (Private Manual Branch Excharge)
Jenis pesawat ini tidak memungkinkan kita dapat berhubungan langsung
tanpa melalui operator, untuk menelpon, penelpon harus terlebih dulu
melalui operator, penelpon harus menekan nomor yang telah ditentukan.
Setelah tersambung, penelpon baru dapat berhubungan langsung dengan
nomor telepon luar yang dikehendaki, umumnya menggunakan ekstensi.
4. PABX (Private Automatic Branch Excharge)
Pesawat ini memungkinkan kita dapat berhubungan langsung tanpa
melalui operator. Penelpon dapat berhubungan langsung dengan cara
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memutar nomor khusus untuk memperoleh saluran keluar. Setelah itu,
penelpon baru memutar nomor telepon  yang dikehendaki. Operator dapat
Pula dihubungi bila diperlukan dengan cara memutar nomor (kode) yang
telah ditentukan.
5. Switchboard (Papan Sambungan)
Switchboard yaitu alat komunikasi yang terdiri dari papan panel yang
lebar, yang didalamnya terdapat saklar-saklar dan instrument lain yang
berfungsi untuk menyampaikan informasi dari tempat satu ke tempat lain.
Saat ini switchboard masih digunakan untuk keperluan intern kantor yaitu
untuk menambah sambungan telepon agar komunikasi setiap bagian
dengan bagian lain tetap berjalan dengan lancar.
6. Loundspeaking Telephone (pelantang suara telepon)
Alat ini digunakan untuk memperbesar atau memperkeras volume suara
telepon. Keuntungan yang diperoleh dengan alat ini yaitu kita dapat
meningkatkan kemampuan kerja, meningkatkan efisiensi waktu, menerima
telepon tanpa harus meninggalkan pekerjaan yang ada.
7. Telephone Answering Machine (Mesin Penjawab Telepon)
Alat ini dapat merekam atau untuk menjawab setiap pesan (berita) yang
masuk.56
Jenis hubungan telepon, ditinjau dari segi jarak jangkauannya dapat di
kelompokkan menjadi empat yaitu:
56Tedja Purnama, Teknologi Perkantoran, h. 17-18.
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1. Hubungan antar bagian (intern), yaitu hubungan langsung antara bagian
satu dengan yang lain dalam satu kantor.
2. Hubungan local (setempat), yaitu hubungan yang dilakukan komunikator
dengan komunikan dalam satu lingkup daerah tertentu, dalam satu kota.
Pada hubungan ini tidak perlu menggunakan atau memutar kode area
tempat yang dituju.
3. Hubungan interlokal, yaitu hubungan telepon antara dua orang secara
langsung dengan jarak jauh, antara kota atau antar provinsi, namun tetap
dalam satu Negara. Untuk melakukan hubungan ini terlebih dahulu
penelpon harus memutar nomor kode wilayah tempat yang dituju. Setelah
itu, baru diikuti nomor telpon yang dituju.
4. Hubungan Internasional (overseas call), yaitu hubungan telepon langsung
berjarak jauh dari seorang atau organisasi di suatu Negara dengan orang
lain atau organisasi Negara lain. Untuk melakukan hubungan ini terlebih
dahulu penelpon harus memutar nomor kode Negara kemudian menekan
nomor yang dituju.57
Ditinjau dari cara kerjanya, telepon dapat dikelompokkan dalam tiga jenis
yaitu:
1. Hubungan Melalui Operator
Bila melalui operator, penelpon memutar atau menekan nomor operator
sentral untuk minta hubungan perorangan. Kemudian operator menekan
nomor yang dituju.
57Tedja Purnama, Teknologi Perkantoran, h. 28.
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2. Hubungan Langsung
Yang dimaksud hubungan langsung jarak jauh adalah penelpon/menelpon
sendiri tanpa operator. Dengan memutar kode atau nomor sambungan
langsung jarak jauh, penelpon langsung bicara.
3. Hubungan Langsung dengan SMS
Hubungan langsung jarak jauh ini dapat dilakukan sampai melintasi batas
Negara hanya dengan menggunakan layanan pesan pendek (SMS),
komunikasi melalui sms ini bisa dilakukan secara tertulis dan melalui
suara (voice).58
B. Pengaruh Telekomunikasi Terhadap Perkawinan
Semakin banyaknya penduduk di dalam suatu Negara, terutama di
Indonesia dan Juga karena semakin globalnya dunia, maka penyebaran penduduk
di Indonesia semakin luas, karena tidak memungkinkan apabila seluruh penduduk
Indonesia tinggal di dalam suatu pulau saja yang ada di Indonesia. Penyebaran
penduduk ini tidak hanya tersebar di dalam negeri saja, tetapi juga meluas ke luar
negeri.
Banyak orang melakukan transmigrasi (perpindahan penduduk dari kota
ke desa) ataupun Urbanisasi (perpindahan penduduk dari desa ke kota). Tetapi
umumnya masyarakat melakukan perpindahan ini dikarenakan untuk mengubah
nasib mereka untuk mencari penghidupan yang layak ataupun untuk menimba
ilmu, karena jumlah pencari kerja lebih banyak dibandingkan dengan lowongan
pekerjaan yang ada, maka banyak pula penduduk Indonesia yang berpindah ke
58Tedja Purnama, Teknologi Perkantoran, h. 36.
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luar negeri untuk mencari pekerjaan. Dengan berbagai konsekuensi, yaitu
diantaranya berpisah jauh dengan keluarga ataupun kerabat dan teman yang
berada di Indonesia. Tetapui dengan perkembangan jaman, hal ini tidak terlalu
susah sekarang, apabila dahulu diperlukan waktu berhari-hari  untuk bertukar
kabar melalui surat, maka sekarang hanya perlu mengangkat telepon untuk
mendengarkan suara kerabatnya ataupun melalui SMS (short message service)
untuk mengetahui keadaan satu sama lain.
Dahulu diperlukan  biaya dan waktu yang sangat besar untuk berbincang
tatap muka, karena harga tiket dan waktu atau transportasi yang membutuhkan
biaya dan waktu yang tidak sedikit, maka dalam hal ini manusia dapat
melakukannya melalui internet, dengan cara chatting memakai webcam ataupun
media teleconference sehingga kedua belah pihak dapat saling mendengar suara
sekaligus melihat wajah secara langsung dengan begitu manusia dapat menghemat
biaya dan waktu yang dibutuhkan. Dengan banyakya cara untuk berkomunikasi
ini pula membuat banyak orang memakai sarana telepon dan lain sebagainya ini
selain dipakai berkomunikasi dengan teman dan keluarga tetapi juga untuk
melakukan bisnis jual beli, bahkan melakukan pernikahan atau biasa disebut
perkawinan.
Pernikahan menurut pandangan masyarakat adat Indonesia merupakan
tahapan akhir dalam rangkaian hidup seorang manusia dan yang bersifat sangat
sakral, sehingga dalam pelaksanaannya harus dilalui dengan tahapan-tahapan
upacara pelepasan status. Hal ini tidak lain karena hakekat dari perkawinan
sebagai penyatuan dari dua keluarga besar, yang bertujuan untuk:
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1. Melangsungkan hidup kelompoknya  secara tertib dan teratur,
2. Melahirkan generasi baru sebagai pelanjut garis hidup kelompoknya.
3. Meneruskan garis keturunan tertentu yang termasuk dalam persekutuan
tersebut.59
Banyaknya tata cara atau aturan yang harus dilalui untuk mencapai sahnya
suatu perkawinan, menimbulkan pemikiran untuk menyederhanakan dan
membuatnya secara praktis. Keinginan kuat untuk penyederhanaan sahnya
perkawinan ini semakin terwujud dengan adanya perubahan sahnya perkawinan
secara adat menjadi secara agama. Sahnya suatu perkawinan secara agama
semakin diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Pekawinan, terutama pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya  dan kepercayaannya itu”.60
Berdasarkan pada ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka suatu perkawinan ini tidak akan ada jika
dilakukan diluar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setelah
dilakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1, segera dilanjutkan
dengan pencatatan perkawinan tidak hanya sebagai suatu bentuk tata tertib
administrasi, akan tetapi adanya pencatatan perkawinan ini membuktikan telah
dilaksanakannya atau belum perbuatan hukum perkawinan yang ditentukan dalam
ketentuan pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan ini, sangat penting
59Timan Sudiyat, Hukum Ada Sketsa Asas, (Yogyakarta: Liberty, 1989), h. 107.
60Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”
Dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, t.th.) h. 2.
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kedudukannya dalam hal terjadinya akibat hukum  dari adanya perbuatan hukum
perkawinan tersebut.61
Sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 tersebut, maka timbul suatu hal
yang menarik dalam masyarakat mengenai perkawinan dengan memanfaatkan
teknologi telekomunikasi teleconference, suatu hal yang dulu dirasakan tidak
mungkin terjadi, akan tetapi pada saat ini telah dapat dilakukan. Hal ini tidak
terlepas dari semakin canggih  dan berkembangnya sarana teknologi
telekomunikasi.
Kemajuan teknologi telekomunikasi dapat membawa keuntungan serta
kemudahan bagi manusia tetapi juga memiliki sisi negatif yang harus di waspadai.
Hal ini memunculkan upaya tentang perlunya membuat berbagai perangkat
hukum yang dapat memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak
yang merasa dirugikan dari dampak negatif teknologi tersebut. Selain itu,
fenomena pemanfaatan teknologi juga menggambarkan kecenderungan manusia
yang selalu ingin mendapatkan kemudahan dalam melakukan perbuatan hukum.
Namun bagaimana kepastian hukum atas suatu perbuatan hukum yang
memanfaatkan teknologi telekomunikasi tersebut, apabila belum ada ketentuan
hukum yang mengaturnya. Dalam bidang hukum perkawinan misalnya, teknologi
telekomunikasi telah menawarkan berbagai terobosan sebagai alternative untuk
memudahkan penggunanya sampai saat ini,62
61Diperoleh dari laman http://dokumen.tips/documents/adakah-nikah-jarak-jauh.html.
Diakses pada tangga 19 Agustus 1015, pkl. 15.10.
62Diperoleh dari laman http://dokumen.tips/documents/adakah-nikah-jarak-jauh.html.
Diakses pada tangga 19 Agustus 1015, pkl. 15.27.
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C. Pengertian Akad Nikah Melalui Telepon
Pada zaman sekarang, orang memanfaatkan teknologi untuk kepentingan
dagang (muamalah) dan individu. Untuk memesan sesuatu, atau untuk
membicarakan sesuatu yang penting, tidak perlu lagi menemui seseorang secara
fisik, tetapi cukup melalui  telepon. Dalam dunia dagang atau keperluan pribadi,
penggunaan telepon adalah sesuatu yang sudah lumrah (biasa). Namun bila
telepon itu dimanfaatkan untuk akad nikah (munakahat), masih terasa aneh,
karena pelaksanaan akad nikah itu dipandang sebagai hal yang sakral.63
Akad nikah melalui telepon dalam konteks bahasa yaitu, pernikahan yang
akad nikahnya dilakukan melalui jalan telekomunikasi lewat suara atau yang
disebut sebagai via telepon. Secara istilah umumnya bahwa akad nikah melalui
telepon merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang
memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan, tetapi kedua calon sedang
berada dalam keadaan jarak jauh, dimana sebagian dari syarat dan rukun dalam
pernikahan yang tidak bisa dilaksanakan sesuai hukum yang ada. Dan sehingga
mengharuskan untuk terjadinya proses pernikahan atau proses ijab kabul dengan
melalui jalan telekomunikasi suara yaitu melalui telepon.
Akad nikah melalui telepon adalah akad nikah yang yang dilangsungkan
melalui telepon dimana wali mengucapkan ijabnya di suatu tempat dan suami
mengucapkan kabulnya dari tempat lain yang jaraknya berjauhan. Meskipun tidak
saling melihat, ucapan ijab dari wali dapat didengar dengan jelas oleh calon
63Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, h. 305.
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suami; begitu pula sebaliknya, ucapan kabul calon suami dapat didengar dengan
jelas oleh wali pihak perempuan.64
Ijab diucapkan oleh wali, qabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki.
Apabila ijab dan qabul itu dapat di dengar oleh oleh saksi (terutama) dan orang
yang hadir dalam majelis pernikahan itu, telah dipandang memenuhi syarat.
Berarti pernikahan di pandang sah. Demikian pendapat ulama fikih. Namun,
mereka berbeda pendapat dalam menginterpretasikan istilah “satu Majelis”,
apakah diartikan secara fisik, sehingga dua orang yang berakad, harus berada
dalam satu ruangan yang tidak dibatasi oleh pembatas. Pengertian lain adalah
nonfisik, sehingga ijab dan qabul harus diucapkan dalam satu upacara yang tidak
dibatasi oleh kegiatan-kegiatan yang menghilangkan arti “satu upacara”. Dengan
demikian ijab dan qabul harus bersambung dan tidak boleh diselingi  oleh
kegiatan yang lain yang tidak ada kaitannya dengan akad nikah itu.65
Terjadinya perkawinan menggunakan alat telekomunikasi merupakan
input dari kemajuan teknologi yang begitu pesat. Kemajuan tersebut memberikan
kemudahan-kemudahan bagi setiap seseorang dalam hubungannya secara individu
dengan orang lain. Konteksnya dengan hukum islam yang bersifat universal, maka
hukum yang dimaksud mesti juga berkembang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, sehingga bersesuaian dengan kaedah dan ushul fikih itu sendiri,
64Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
1996), h. 1342.
65Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, h. 306.
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bahwa hukum itu akan berubah bersama dengan perubahan zaman, waktu dan
perubahan tempat.66
Permasalahan sekarang, hukum positif belum mengatur secara spesifik
perkawinan melalui jalur telekomunikasi. Sementara perkembangan teknologi
informasi lebih cepat dan pesat jika dibandingkan dengan perkembangan
substansi hukum, perangkat hukum, dan sumber daya manusia di bidang aparatur
penegak hukum.67 Hal semacam ini yang berpotensi untuk menghadirkan
permasalahan-permasalahan baru yang perlu kajian lebih mendalam untuk
menyelesaikan.
Pada tanggal  13 Mei 1989 di Jakarta telah terjadi proses akad nikah antara
seorang laki-laki Ario Sutarto bin Darmo Atmodjo warga Jakarta dan seseorang
perempuan Nurdiani Harahap binti H. Baharudin Harahap yang juga warga
Jakarta, namun proses akad nikah tersebut dilakukan melalui media telepon
dikarenakan mempelai laki-laki sedang berada di amerika serikat untuk
menyelesaikan studinya dan kedua belah pihak sama-sama tidak mempunyai
biaya untuk pulang ke Indonesia ataupun pulang ke amerika. Atas dorongan
keinginan kedua belah pihak yang ingin segera menikah maka pihak laki-laki
berinisiatif mengirimkan surat untuk di akadkan nikah, menjelang hari pernikahan
tepatnya empat hari sebelum akad nikah terjadi kesalahan pengiriman surat, yang
datang justru surat kuasa untuk menandatangani surat pernikahan bukan surat
meminta diakadkan nikah, atas inisiatif dari pihak orang tua mempelai perempuan
66Sadiani, Nikah Via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di
Indonesia, (Palangkaraya: Intimedia dan STAIN, 2008), h.1.
67Sadiani, Nikah Via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di
Indonesia,  h.2.
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bahwa proses akad nikah dilakukan melalui media telepon saja, kemudian pihak
perempuan menghadap kepada kepala KUA Kebayoran Baru dan mendapatkan
persetujuan maka akad tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 1989 pukul
10.00 WIB. Atau pukul 22.00 waktu Indiana Amerika Serikat, dihadiri oleh
perangkat perkawinan, para undangan, serta saksi dan mempelai perempuan dan
saksi dari pihak laki-laki yang berada di Amerika Serikat, dan diawasi langsung
oleh kepala KUA.68
Dengan perkembangan teknologi komunikasi seperti sekarang,
kemungkinan dilakukannya akad nikah melalui alat telekomunikasi sangatlah
besar manfaatnya sebagai media perantara akad (perjanjian) pernikahan jarak
jauh. Hal ini juga dilakukan oleh pasangan Dewi Tarumawati dan Syarif
Abdurrahman Ahmad pada dengan menggunakan media Teleconference pada 4
Desember 2006 silam, yang mana kedua pasangan berada ditempat berbeda, yaitu
Dewi Tarumawati yang berada di Bandung dan Syarif Abdurrahman Ahmad di
304 Oakland Ave Apt 9 Pittsburg PA 15213 Amerika Serikat melangsungkan
pernikahan di kantor Indosat Landing Point jln. Terusan Buah Batu Bandung .
pernikahan Dewi Tarumawati dengan Syarif Abdurrahman Ahmad sebelumnya
hampir sama dengan pernikahan umumnya, ada mempelai laki-laki hadir tidak
secara fisik dan sighat akadnya tidak satu majelis melainkan dalam bentuk gambar
dan televisi. Jadinya, televisi yang berukuran 29 inci menjadi pusat perhatian
68Sadiani, Nikah Via Telepon, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di
Indonesia, h. 52.
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puluhan kerabat yang hadir dalam acara tersebut, khususnya orang tua Dewi
Tarumawati dan Syarif Abdurrahman Ahmad.69
Selain contoh diatas, ada juga ditemukan prosesi akad nikah dengan jarak
jauh pada tanggal 11 Januari 2006 antara Rita Sri Mutiari Dewi (50) dibandung
dengan Wiriadi Sutrisno (52) di California. Prosesi akad nikah dihadiri oleh kakak
kandung Rita yang sekaligus menjadi wali nikahnya, serta Ny. Wiryawan, ibu
Rita, kepala Penghulu Kecamatan Andir, Kota Bandung, Sohidin Efendi, dan
beberapa orang lainnya termasuk saksi. Akad nikah dilangsungkan melalui video
konferensi menggunakan voice over internet protocol (VOIP).70
Jika dibandingkan dengan telepon, media teleonferencelebih dapat
meyakinkan para pihak untuk dapat lebih memahami pesan yang disampaikan
oleh pihak yang mengirimkannya. Teknologi tersebut dapat dengan cepat, bahkan
dalam tempo yang bersamaan mampu menyampaikan pesan-pesan yang
dimaksud.
Ketika calon mempelai pria dapat mendengar ijab dari wali dan begitu
pula wali mendengar kabul dari penantin pria melalui suara dan wajah di monitor
televisi dan para saksi pun mendengar dan melihatnya, maka pada saat itulah
syarat akad telah terpenuhi. Keadaan ini sama seperti halnya ketika dibacakan
surat dalam pernikahan yang dilakukan melalui surat.
69Rohmat, Hukum Akad Nikah Melalui Telekomunikasi (Net Meeting Teleconference)
Studi Komparasi Mazhab Hanafi dan Syafi’i, Skripsi pada jurusan Al-Ahwal Asy-syakhshiyyah
Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007, h. 2.
70Akhmad Fadly Syahputera, Pandangan Ulama Kabupaten Bantul Terhadap Akad
Nikah via Telekonferensi, Skripsi pada Jurusan Al-Ahwal Asy-syakhshiyyah Fakultas Syari’ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, h. 1-2.
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BAB IV
PEMBAHASAN AKAD NIKAH MELALUI TELEPON DALAM
TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM
A. Kedudukan Bersatu Majelis Bagi Ijab Kabul dalam Akad Nikah Melalui
Telepon
Ijab kabul merupakan unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah. Ijab
diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya
kepada calon suami, sebagai pernyataan rela mempersunting calon isterinya, lebih
jauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanah dari Allah kepada calon suami, dan
qabul berarti lambang bagi kerelaan menerima amanah dari Allah SWT. Dengan
ijab dan qabul menjadi halal sesuatu yang tadinya haram.
Persyaratan bersatu majelis bagi ijab dan qabul pada akad nikah melalui
telepon tidak terpenuhi namun hal ini masih jadi perdebatan karena ada yang
membolehkan dan ada yang tidak membolehkan.
Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya al-fiqh’ala Mazahiba al-Arba’ah
menukil kesepakatan ulama mujtahid mensyaratkan bersatu majelis bagi ijab dan
qabul, dengan demikian apabila tidak bersatu antara majelis mengucapkan ijab
dengan majelis mengucapkan qabulnya, akad nikah dianggap tidak sah.
Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud bersatu “majelis” itu? Setelah meneliti
pendapat ulama, terdapat dua penafsiran terhadap apa yang dimaksud dengan
ittihad (bersatu) majelis sebagai berikut:71
71Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Cet. III;
Jakarta: Kencana, 2010), h. 3.
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Pertama, yang dimaksud dengan ittihad al-majelis ialah bahwa ijab dan
qabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad
nikah, bukan dilakukan dalam dua jarak waktu terpisah, dalam arti bahwa ijab
diucapkan dalam satu upacara, kemudian setelah upacara ijab bubar, qabul
diucapkan pula dalam acara berikutnya. Dalam hal yang disebut terakhir ini,
meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi dilakukan dalam satu
tempat yang sama, namun karena kesinambungan antara ijab dan qabul itu
terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah, dengan demikian, adanya
persyaratan bersatu majelis, adalah menyangkut keharusan kesinambungan waktu
antara ijab dan qabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Karena seperti
dikemukakan diatas, meskipun tempatnya bersatu, tetapi apabila dilakukan dalam
dua waktu, dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan antara
pelaksanaan ijab dan pelaksanaan qabul sudah tidak terwujud, dan oleh karena itu
akad nikahnya tidak sah. Sayyid Sabiq  dalam kitabnya Fiqh as-Sunnah dalam
menjelaskan arti bersatu majelis bagi ijab qabul, menekankan pada pengertian arti
bersatu majelis bagi ijab dan qabul, menekankan pada pengertian tidak boleh
terputusnya antara ijab dan qabul.72
Satu contoh dikemukakan al-jaziri dalam memperjelas pengertian bersatu
majelis dalam mazhab Hanafi adalah dalam masalah seorang laki-laki berkirim
surat mengakadkan nikah kepada pihak perempuan yang dikehendakinya. Setelah
surat itu sampai, lalu isi surat itu dibacakan di depan wali wanita dan para saksi,
72Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, h. 4.
58
dan dalam majelis yang sama setelah isi surat dibacakan, wali perempuan
langsung mengucapkan penerimanya (qabulnya).73
Praktek nikah tersebut oleh kalangan Hanafiyah dianggap sah, dengan
alasan bahwa pembacaan ijab yang terdapat dalam surat calon suami dan
pengucapan qabul dari pihak wali wanita, bukan dari dua upacara berturut-turut
secara terpisah dari segi waktunya. Dalam contoh tersebut,  upacara akad nikah
lebih dahulu diucapkan calon suami, dan setelah itu baru pengucapan akad dari
pihak wali wanita, praktik tersebut boleh menurut mazhab Hanafi. Ucapan akad
yang diucapkan lebih dahulu, disebut ijab, baik diucapkan oleh wali, maupun dari
calon suami, dan ucapan akad yang disebut kemudian disebut qabul, baik ia
diucapkan oleh calon suami, maupun calon oleh wali calon istri. Yang penting
digaris bawahi dalam contoh tersebut bahwa yang didengar oleh para saksi adalah
redaksi tertulis dalam surat calon suami yang dibacakan didepannya, dan si
pembaca surat dalam hal ini bukan sebagai wakil dari calon suami, karena yang
disebut terakhir ini dalam suratnya tidak  mewakilkan kepada seorang pun. Apa
yang dibacakan dari surat itu tidak lain redaksi langsung dalam bentuk tulisan
calon suami, hal tersebut sejalan dengan penjelasan Said Sabiq bahwa apabila
salah seorang dari dua pihak yang akan melakukan akad nikah gaib, (tidak bisa
hadir), maka jalan keluarnya, disamping bisa dengan mengutus wakil, juga bisa
dengan menulis surat kepada pihak lain untuk menyampaikan akad nikahnya, bagi
yang menerima surat, jika menyetujui isi surat itu, hendaklah menghadirkan para
saksi dan di depan mereka redaksi surat itu dibacakan. menurut Sayid Sabiq
73Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, h. 4.
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praktek seperti itu adalah sah, selama pengucapan qabulnya dilakukan langsung
dalam satu majelis. Dalam praktik tersebut jelas bahwa dua orang saksi itu hanya
sekedar redaksi surat yang dibacakan di depannya, yang bukan dalam bentuk
tawkil.74
Berkaitan tentang itu, menurut ulama mazhab hanbali, keharusan dua
orang saksi adalah mendengar dan memahami ucapan ijab dan qabul dari pihak
yang berakad serta mengetahui betul bahwa ucapan itu dari pihak yang berakad.
Dengan demikian menurut mereka, saksi tidak harus melihat langsung kedua
pihak yang berakad ketika akad berlangsung. Sebagai implikasi pendapat mazhab
hanbali, praktek akad nikah melalui telepon dapat dipandang sah karena
persyaratan dua orang yang berakad harus mendengar dan mengetahui secara jelas
ucapan masing-masing dapat terpenuhi melelui telepon, juga keharusan dua orang
saksi mendengar dan memahami maksud ucapan yang berakad dapat terpenuhi
apabila telepon diberi pengeras suara.75
Dari keterangan diatas, dapat dipahami bahwa masalah esensi dari
pernyataan bersatu majelis adalah menyangkut masalah keharusan
kesinambungan antara ijab dan qabul. Persyaratan bersatu majelis, apabila
dimaksudkan hanya untuk kesinambungan waktu, maka bersatu tempat bukan
satu-satunya untuk mewujudkan kesinambungan waktu. Umpamanya seorang
wali mengucapkan ijab disatu ruangan, sedangkan calon suami mengucapkan
qabul diruangan yang lain pada upacara dalam waktu yang bersamaan, dengan
memakai alat pengeras suara, kesinambungan antara ijab dan qabul jelas dapat
74Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, h. 5.
75Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, h. 1343.
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dipastikan. Konsekuensi dari pandangan ini, dua orang saksi tidak mesti dapat
melihat pihak-pihak yang melakukan akad nikah. Ibnu Qudamah, salah seorang
ahli fikih dari kalangan Hambali dalam kitabnya al-mugni menegaskan keabsahan
kesaksian dua orang buta untuk akad nikah, dengan alasan bahwa yang akan
disaksikan adalah suara. Menurutnya kesaksian orang buta dapat diterima, selain
ia dapat memastikan secara yakin bahwa suara itu benar-benar diucapkan oleh dua
orang yang melakukan akad nikah. Pendapat Ibnu Qudamah tersebut diikuti oleh
Said Sabiq dalam kitabnya Fikih as-Sunnah.76
Kedua, ialah pendapat yang mengatakan bahwa bersatu majelis
diisyaratkan, bukan saja untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan qabul,
tetapi sangat erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi yang menurut
pendapat ini, harus dapat melihat dengan mata kepalanya bahwa ijab dan qabul itu
betul-betul diucapkan oleh kedua orang saksi yang melakukan akad. Seperti
diketahui bahwa diantara syarat sah suatu akad nikah, dihadiri oleh dua orang
saksi. tugas dua orang saksi itu, seperti disepakati para ulama, terutama untuk
memastikan secara yakin akan keabsahan ijab dan qabul, baik dari segi
redaksinya, maupun dari segi kepastian bahwa ijab dan qabul itu adalah diucapkan
oleh kedua belah pihak.
Dimaklumi bahwa keabsahan suatu redaksi dapat dipastikan dengan cara
mendengarnya. Akan tetapi, bahwa redaksi itu benar-benar asli diucapkan oleh
kedua orang yang sedang melakukan akad, kepastiannya hanya dapat dijamin
dengan jalan melihat para pihak yang mengucapkan itu dengan mata kepala.
76Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, h. 6.
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Pendapat inilah yang dipegangi (mu’tamad) dikalangan ulama-ulama mujtahid,
terutama kalangan syafi’iyah. Sebagai konsekuensi dari pendapat ini, kesaksian
orang buta tidak dapat diterima untuk akad nikah. Ibnu Hajar al-Haitami, seorang
pakar hukum fiqh dari kalangan syafi’iyah (wafat tahun 973 H) dalam kitabnya
Tuhfatul Muhtaj, menolak kesaksian orang buta, alasannya karena kesaksian
nikah harus didasarkan atas penglihatan dan pendengaran. Kesaksian orang buta
menurutnya sama dengan kesaksian seseorang yang berada dalam gelap gulita.
Kedua kesaksian itu tidak sah, karena sama-sama tidak dapat melihat yang sedang
melakukan akad, dan karena itu ia tidak dapat memastikan bahwa ijab dan qabul
benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang berakat. Syek Abdul Hamid
asy-Syarwani dalam komentarnya terhadap ketetapan Ibnu Hajar tersebut
mengatakan: “kesaksian orang gelap tidak sah, karena tidak dapat mengetahui
kedua orang yang sedang melakukan akad”. Sedangkan berpegangan kepada suara
saja tidak dapat memadai. Seandainya kedua orang saksi mendengar ijab dan
qabul, tetapi tidak melihat kedua orang yang mengucapkannya, meskipun dua
orang saksi mengetahui betul bahwa ijab dan qabul adalah suara dari kedua belah
pihak, namun akad nikahnya tetap dianggap tidak sah, dengan alasan tidak dilihat
dengan mata kepala (al-mu’ayanah).77
Dalam nukilan di atas dipahami, bahwa untuk keabsahan kesaksian akad
nikah, ada satu target keyakinan yang harus diwujudkan  oleh para saksi dan
kesaksiannya. Meskipun suatu redaksi dapat diketahui siapa pembicaranya dengan
jalan mendengarkan suara saja, namun bobotnya tidak sampai ke tingkat
77Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, h. 7.
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keyakinan apabila dilihat pengungkapannya dengan mata kepala. Sedangkan
dalam akad nikah, tingkat keyakinan yang tersebut terakhir inilah yang
diperlukan. Pandangan tersebut, sangat erat hubungannya dengan sikap para
ulama terutama ulama syafi’iyah yang selalu bersikap hati-hati (ihtiyat) dalam
menetapkan suatu hukum, lebih-lebih lagi dalam masalah akad nikah, yang
berfungsi sebagai penghalang dari sesuatu yang tadinya diharamkan.
Dari pemahaman diatas secara tegas dapat diketahui bahwa, adanya
persyaratan bersatu majelis, bukan hanya untuk menjaga kesinambungan waktu,
tetapi juga mengandung persyaratan lain, yaitu al-mu’ayanah, yaitu kedua belah
pihak sama-sama hadir dalam satu tempat, karena dengan itu persyaratan dapat
melihat secara nyata pengucapan ijab dan qabul dapat diwujudkan.78
Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam pandangan mazhab syafi’I ialah,
bahwa masalah akad nikah mengandung arti ta’abbud yang harus diterima apa
adanya. Oleh sebab itu, cara pelaksanaannya adalah masalah tauqifiyah, dalam arti
harus terikat dengan pola yang telah diwariskan oleh rasulullah untuk umatnya.
Itulah sebabnya mengapa ijab dan qabul itu lafalnya harus seperti yang terdapat
dalam nash, seperti lafal nikah atau tazwij, bukan lafal yang lain dengan jalan
qiyas.79
Dari penjelasan diatas mengenai ijab dan qabul, terdapat dua penafsiran
mengenai bersatu majelis. Dan dari dua penafsiran tersebut, yang menjadi
pedoman pengadilan agama Jakarta Selatan menetapkann pengesahan akad nikah
lewat telepon adalah yang pertama.
78Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, h. 7-8.
79Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, h. 8.
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1. Pedoman pada penafsiran dari pendapat yang pertama, maka
keputusan pengadilan Jakarta selatan tersebut dapat dipahami
keabsahannya. Seperti dikemukakan terdahulu, persyaratan bersatu
majelis oleh pendapat ini dipahami sebagai jaminan bagi
kesinambungan waktu antara ijab dan qabul. Kesinambungan waktu
antara ijab dan qabul dapat diwujudkan dari dua tempat dengan
memakai alat penyambung dan pengeras suara. Dalam praktek akad
nikah melalui telepon yang disahkan pengadilan Jakarta selatan itu,
persyaratan tersebut jelas dapat terpenuhi. Para saksi dalam akad nikah
tersebut, telah dapat memastikan terjadinya ijab dan qabul antara
kedua bela pihak, dan memastikan bahwa ijab dan qabul memang
benar-benar asli diucapkan oleh pihak-pihak yang dimaksudkan dalam
akad nikah itu, artinya para saksi formal yang ada di Indonesia yaitu
para saksi yang sengaja ditunjuk untuk itu, dapat memastikan dengan
melihat wali perempuan mengucapkan ijabnya, dan sebaliknya para
saksi non formal di amerika dapat memastikan dengan cara melihat
calon suami mengucapkan qabulnya. Dengan cara demikian,
persyaratannya kesinambungan waktu dapat diwujudkan dan
dipastikan dengan alat penghubung pengeras suara, dan persyaratan
para saksi harus secara yakin dan melihat yang melakukan akad juda
dapat dipenuhi, meskipun dengan melalui dua kelompok saksi yang
terpisah.
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2. Apabila dilihat dari pandangan Syafi’iyah, maka jelas praktek akad
nikah melalui telepon itu tidak sah, agar lebih jelas lagi lebih baik
dibuat perbandingan antara praktek tersebut,80 dengan pokok-pokok
pedoman kalangan dari syafi’iyah seperti  telah dikemukakan
terdahulu dalam akad nikah, yaitu:
a. Tugas para saksi harus dapat melihat kedua orang yang
mengakadkan nikah, dalam arti berhadap hadapan-hadapan secara
fisik. Untuk itu disyaratkan bersatu majelis yang disamping
mengandung pengertian untuk menjamin kesinambungan waktu
antara ijab dan qabul, juga mengandung pengertian bersatu tempat
karena dengan itu persyaratan dapat melihat berhadap-hadapan
secara fisik dapat diwujudkan. Dalam praktek akad nikah melalui
telepon tersebut, para saksi di Indonesia hanya mendengar suara
calon suami di Amerika tanpa melihatnya, dan para saksi di
Amerika hanya dapat mendengar suara calon suami di amerika
tanpa dapat melihatnya, dan para saksi di Amerika hanya dapat
mendengar suara wali wali perempuan di Indonesia tanpa dapat
melihatnya.
b. Dua orang saksi menyaksikan calon suami saja, dan dua orang
saksi menyaksikan pihak wali permpuan saja, meski dengan itu
bisa menjamin bahwa ijab qabul di ucapkan kedua bela pihak yang
berakad, namun praktek tersebut tidak pernah dicontohkan
80Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, h. 9.
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rasulullah. Masalah akad nikah, seperti dikemukakan terdahulu,
mengandung unsure ta’abbud yang dalam pelaksanaannya harus
mencontoh kepada pola yang diwariskan atau sunnah rasulullah.
c. Dalam kaitannya dengan calon suami, ada dua cara akad nikah
yang dicontohkan rasulullah. Yaitu: bahwa calon suami itu hadir
bersama wali perempuan pada satu tempat waktu melakukan akad
nikah atau dengan jalan mewakilkan (taukil) kepada seseorang
yang di percaya ketika calon suami tidak mampu menghadirinya.81
Contoh berwakil di dapati dalam beberapa hadis, diantaranya
sebagai berikut:
Pertama: Hadis riwayat Abu Daud, dari ‘Uqbah Bin ‘Amir, bahwa
Rasulullah pernah berkata kepada seorang lelaki: “apakah engkau
rela saya kawinkan dengan perempuan fulan?”. Lelaki itu
menjawab “Bersedia”. Kemudian Rasulullah berkata pula kepada
perempuan yang dimaksudkan: “kamu bersedia untuk saya
kawinkan dengan lelaki anu?”. Perempuan itu menjawab
“Bersedia”. Kemudian Rasulullah menikahkan keduanya.....Al-
Hadist.
Hadis tersebut menunjukan bahwa calon suami itu menyutujui utuk
dikawinkan oleh Rasulullah, dengan pengertian bahwa Rasulullah
disetujui oleh lelaki itu bertindak sebagai wakilnya dalam
melakukan akad nikah. Oleh karena hadis tersebut menunjukkan
81Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, h. 10.
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arti tawkil (mewakilkan) seperti demikian, maka Sayyid Sabiq
dalam kitabnya Fiqh Al-Sunnah mengemukakan hadis tersebut
sebagai dalil bagi keabsahan berwakil dalam mengakadkan nikah.
Sayyid Sabiq dalam penjelasannya bahwa dalam praktek tersebut
Rasulullah bertindak sekaligus sebagai wakil dari kedua belah
pihak yang menurutnya praktek seperti ini adalah sah. Maksudnya,
pada waktu itu Rasulullah bertindaksebagai wali ‘Aam bagi wanita
dimaksudkan, dan sekaligus sebagai wakil dari calon suami dalam
mengucapkan qabulnya.
Kedua: Hadis riwayat Abu Daud yang menceritakan bahwa Ummu
Habibah yang termasuk diantara kelompok yang berhijrah ke
Habsyah, setelah suaminya bernama Abdullah Bin Jahasyi wafat
dikawinkan oleh Al-Najasyi dengan Rasulullah. Menurut hasil
penelitian Sayyid Sabiq yang bertindak sebagai wakil Rasululah
dalam akad perkawinan tersebut ialah ‘Amru Bin Umayyah Al-
Damari yang telah lebih dahulu menerima tawkil Rasulullah.
Kesimpulan tersebut sesuai dengan kesimpulan Abu Ishaq Al-
Syirazi, seorang pakar hukum islam dikalangan Syafi’iyah, dalam
kitabnya Al-Muhazzab. Oleh karena itu Sayyid Sabiq dan Al-
Syirazi menjadikan hadis tersebut sebagai dalil bagi keabsahan
bertawkil.
Memang betul bahwa Rasulullah sebagai calon suami tidak hadir
dalam akad nikah tersebut, akan tetapi selama diketahui bahwa
67
Rasulullah telah mewakilkan kepada ‘Amru Bin Umayyah sebagai
suami tidak lagi diperlukan.82
Dari keterangan diatas jelaslah kiranya, bahwa secara pasti yang
dicontohkan Rasulullah adalah, apabila calon suami tidak sempat hadir, maka
jalan keluarnya adalah dengan jalan berwakil.
Menurut penulis akui bahwa pemahaman syafi’iyah dalam hal ini terasa
amat kaku, sehingga dengan demikian masalah pelaksanaan akad nikah tidak bisa
berkembang. Dalam hal ini dipahami satu sikap kehati-hatian (ihtiyat), untuk
membendung akad nikah yang dilakukan dengan penuh hikmat, jangan sampai
terjadi praktek-praktek yang tidak pasti.
Dari dua penafsiran diatas, dapat dijadikan alternatif mana yang akan
dipilih, selama belum ada suatu ketegasan dari lembaga penegak hukum  pendapat
mana yang diberlakukan di peradilan agama. Apabila sudah ada ketegasan
undang-undang atau peraturan tentang pendapat mana yang akan disepakati untuk
diberlakukan, maka umat islam wajib terikat dengan undang-undang atau
peraturan yang disepakati.
82Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, h. 10-12.
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B. Hukum Akad Nikah Melalui Telepon dalam Tinjauan Hukum Perkawinan
Islam
Pada dasarnya akad nikah melalui telepon itu sama dengan pelaksanaan
nikah pada umumnya, yaitu sama dengan landasan teorinya. Hanya saja pihak-
pihak yang berakad nikah tidak berada dalam satu majelis. Dalam arti bahwa tidak
berhadap-hadapan dalam satu tempat. Pelaksanaannya akad nikah melalui telepon
tidak jauh berbeda dengan akad nikah yang diwakilkan atau melalui sepucuk
surat.
Sebagian besar ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan adalah
mubah  pada asalnya dan berdasarkan “illahi” maka hukum perkawinan dapat
berubah-ubah sesuai dengan kondisi si pelaku. Adapun macam-macam hukum
pelaksanaan akad nikah perkawinan yaitu:
1. Perkawinan Sunnah
Perkawinan hukumnya sunnah apabila seseorang dilihat telah cukup
baik dalam segi materi maupun mentalnya, maka seseorang tersebut
sunnah untuk melakukan perkawinan maka dia mendapat pahala dan
apabila tidak melangsungkan perkawinan maka tidak apa-apa.
2. Perkawinan Wajib
Perkawinan wajib apabila seseorang dilihat dari segi materi maupun
mental kejiwaan telah cukup, dan sangat mendesak untuk kawin,
karena apabila tidak kawin dikhawatirkan akan terjerumus kepada




Perkawinan makruh apabila sesorang dilihat dari segi fisiknya telah
mencukupi tetapi dari segi materi atau pekerjaan belum mencukupi,
maka disini makruh baginya untuk melangsungkan perkawinan, karena
hal tersebut akan menyengsarakan isteri dan anak-anaknya. Sehingga
disini apabila dia melangsungkan perkawinan tidak apa-apa, tetapi
apabila tidak melangsungkan perkawinan maka akan mendapat pahala.
4. Perkawinan Haram
Perkawinan hukumnya haram apabila seseorang yang akan melakukan
perkawinan memiliki niat hanya untuk menyakiti dan mengolok-olok,
serta memiliki niat untuk membalas dendam, atau perkawinan tersebut
dapat mengakibatkan menderitanya salah satu pihak, maka haram
baginya untuk melangsungkan perkawinan.83
5. Perkawinan Mubah
Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi
apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan
apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isterinya.
Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi
kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan
penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan
keraguan orang yang akan melakukan perkawinan, seperti mempunyai
keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai
83Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 14.
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kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang
kuat.84
Dalam hukum Islam termasuk ketentuan dalam kompilasi hukum islam,
tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur mengenai perkawinan akad nikah
melalui telepon. Dalam kompilasi hukum islam perkawinan tersebut sah bila
dilakukan menurut hukum islam, selain itu perkawinan tersebut harus memenuhi
semua rukun nikah yang diatur pada pasal 14 KHI, seperti adanya calon suami
dan calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul. Sedangkan sah
pelaksanaan perkawinan itu sendiri bergantung sesuai atau tidaknya dengan dasar
hukum yang ada dalam tuntunan al-qur’an dan hadist mampu dijabarkan menjadi
dasar hukum fiqh yang lebih rinci dan sifatnya praktis, terlebih dalam menghadapi
perubahan zaman. Menurut penulis, akad nikah melalui telepon dipandang telah
memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan hukum islam. Permasalahan yang
muncul apabila membicarakan keabsahan akad nikah melalui telepon, tidak lain
karena menurut hukum Islam dan beberapa syarat dalam melaksanakan akad
nikah dipenuhi yaitu: Pertama, akad dimulai dengan ijab lalu diikuti dengan
kabul. Kedua, materi ijab dan kabul tidak boleh berbeda dan ijab kabul harus
diucapkan secara berkesinambungan tanpa ada jeda, ijab dan qabul terucap
dengan lafazh yang jelas, ijab dan kabul antara calon pengantin pria dengan wali
nikah harus diucapkan dalam satu majelis.85
Sebaiknya perkawinan dilakukan dalam satu majelis, sehingga menunjang
kesinambungan waktu pengucapan ijab dan qabul yang merupakan penentu sah
84Thahir Maloko, Dinamika Hukum Dalam Perkawinan, h. 21.
85Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996) , h.
52.
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atau tidaknya suatu perkawinan. Hal ini juga menjadi menjadi salah satu
kebiasaan warga Indonesia yang mayoritas agama islam dalam melangsungkan
pernikahan. Persoalan satu majelis bukan merupakan suatu syarat sah suatu
perkawinan, tetapi hanya sekedar tata cara dan atau suatu kebiasaan yang telah
lama dilakukan di Indonesia.
Tata cara akad nikah melalui telepon tidak diatur dalam undang-undang,
artinya diserahkan sepenuhnya kepada mereka yang melaksanakan perkawinan
tersebut. Hanya bagi sebagian orang ketentuan satu majelis dan
berkesinambungan waktu dapat menimbulkan keraguan sah atau tidaknya suatu
akad nikah yang dilaksanakan melalui telepon. Keterkaitan antara kesinambungan
waktu dan satu majelis sangat erat, oleh karena itulah terdapat dua golongan besar
fiqh yang menafsirkan pengertian keterkaitan ini:
1. Golongan fiqh pertama, dikemukakan oleh Syafi’i, menafsirkan
keterkaitan antara kesinambungan waktu dan kesatuan majelis. Menurut
golongan pertama ini berkesinambungan waktu itu tidak lain pelaksanaan
ijab dan kabul masih saling terkait dan tidak ada jarak yang memisahkan
keduanya, oleh sebab itu perlu disaksikan secara langsung oleh para saksi
karena tugasnya untuk memastikan secara yakin keabsahan ijab dan kabul
tersebut. Secara jelas bahwa dengan adanya kesinambungan waktu antara
pengucapan ijab dan kabul, maka diperlukan adanya kesatuan majelis
2. Golongan fiqh kedua, dikemukakan oleh Hanafi, Hambali dan maliki,
menafsirkan kesinambungan waktu itu dapat diartikan ijab dan qabul
menjadi rusak dengan adanya  pemisaan sesaat, misalnya adanya khotbah
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di sela-sela antara ijab dan kabul. Jadi dalam hal ini, pihak yang terlibat
harus dalam satu majelis tidak menjadi persyaratan perkawinan.
Menurut penulis bahwa perkawinan yang ijab kabulnya melalui telepon
adalah sah, dan pengaturan ijab kabul hanya diatur oleh kompilasi hukum islam
yang terdapat pada pasal 27, pasal 28, dan pasal 29.
Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:
“Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas
beruntun dan tidak berselang waktu.”86
Pada prinsipnya akad nikah dapat dilakukan dalam bahasa apapun asalkan
dapat menunjukkan kehendak pernikahan yang bersangkutan dan dapat dipahami
oleh para pihak dan saksi.87 Ulama mazhab sepakat bahwa perkawinan adalah sah
jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan kabul antara calon mempelai
perempuan (yang dilaksanakan oleh walinya) dengan calon mempelai lelaki atau
wakilnya. Menurut ulama mazhab, perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan
pengucapan kata-kata zawwajtu atau ankahtu (aku nikahkan) dari pihak
perempuan yang dilakukan oleh wali nikahnya, dan kata-kata qabiltu (aku
menerimanya) atau kata-kata raditu (aku setuju) dari pihak calon mempelai laki-
laki atau orang yang mewakilinya.88 Dalam hal beruntun dan tidak berselang
waktu yaitu saat wali calon mempelai perempuan  selesai mengucapkan ijab
kemudian pada saat itu juga langsung dilanjutkan kalimat kabul oleh mempelai
pria. Antara proses ijab dan kabul tidak boleh diselingi oleh aktifitas lain yang
86Alimuddin, Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan
Agama, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 149.
87Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, h. 5.
88Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, terj. Masykur A.B., Afif
Muhammad dan Idrus al-Kaff, (Jakarta: Lentera Basritama, 1996), h. 313.
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nantinya akan merusak kesinambungan waktu dan menghilangkan makna satu
majelis pada proses ijab kabul. Jadi perihal satu majelis bukan hanya terkait
bertemu secara fisik tapi kesinambungan waktu antaa ijab dan kabul yang harus
dijaga tidak boleh diselingi oleh aktifitas lain.
Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam:
“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang
bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.”89
Pada pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa selama wali nikah dari
masing-masing mempelai tidak berhalangan maka ijab kabul dapat dilangsungkan
secara pribadi. Hal ini merujuk kepada peran wali nikah dari pihak perempuan
ketika proses ijab kabul yang wajib hadir. Jika masih ada orang tua laki-laki atau
bapak maka yang berhak menjadi wali adalah orang tua, namun jika tidak ada
dapat diwakilkan kepada saudara laki-laki atau paman. Kehadiran orang tua atau
dalam perkawinan. Bentuk kehadiran orang tua merupakan wujud dari sikap
ikhlas melepas putri mereka untuk kawin oleh pria yang nantinya bakal menjadi
suaminya. Dalam proses ijab kabul dalam akad nikah melalui telepon pihak wali
perempuan yang secara langsung melaksanakan penyerahan atau ijab kepada
mempelai laki-laki, yang kemudian secara langsung pula diterima atau pernyataan
kabul dari pihak laki-laki. Maka ketentuan pasal 28 tersebut telah terpenuhi juga
dalam proses ijab kabul dalam akad nikah melalui telepon.
Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam:
1. Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai secara pribadi.
89Alimuddin, Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan
Agama, h. 149.
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2. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria
lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas
secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk
mempelai pria.
3. Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai
pria diwakilkan, maka akad nikah tidak boleh dillangsungkan.90
Pada ayat pertama dalam pasal tersebut dikatakan bahwa yang berhak
mengucapkan kabul ialah mempelai pria  secara pribadi atau langsung, jika
dihubungkan dengan ijab kabul dalam akad nikah melalui telepon telah memenuhi
syarat pertama dalam pasal 29 walaupun pernyataan langsung tersebut dilakukan
melalui telepon akan tetapi mempelai pria telah melangsungkan kewajiban
tersebut dan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Dalam pasal tersebut juga
tidak ada persyaratan bahwa ijab kabul harus langsung atau dua calon mempelai
harus berhadap-hadapan dalam suatu ruangan.
Walaupun dalam kasus perkawinan tersebut dilangsungkan diluar
kebiasaan yaitu  melalui telepon, akan tetapi segala sesuatunya dilakukan dengan
cara-cara seperti perkawinan yang biasa, yaitu:
1. Telah dilakukan pemberitahuan kehendak terlebih dahulu ke pegawai
pencatat sesuai dengan ketentuan pasal 3 PP No.9/1975
2. Telah terpenuhinya segala syarat sesuai pasal 6 dan 7 Undang-undang
No.1/1974 jo, PP No.9/1975 dan tidak ada halangan perkawinan terhadap
ketentuan persyaratan perkawinan mereka.
90Alimuddin, Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan
Agama, h. 149.
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3. Segala sesuatunya dilakukan dengan itikad baik. Tidak ada suatu maksud
sebagai penyelundupan hukum, yang bermaksud untuk menghindari
ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku atas diri para pihak
dengan memilih menggunakan undang-undang perkawinan yang tidak
berlaku atas para pihak. Semua tindakan dengan maksud  itikad baik ini,
dapat  dilihat  dari dipenuhinya segala sesuatu yang dipersyaratkan oleh
peraturan yang berlaku.
Ulama hanafiyaah yang menganggap akad nikah itu sama dengan akad
perkawinan yang tidak memerlukan wali selama yang bertindak telah dewasa dan
memenuhi syarat.91 Pada dasarnya akad nikah dapat terjadi dengan menggunakan
bahasa apapun yang dapat menunjukan keinginan serta dapat dimengerti pihak-
pihak bersangkutan dan dapat dipahami pula oleh para saksi.92 Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa pengaturan ijab kabul itu bersifat fleksibel dan elastis,
dalam artian dapat dilakukan dengan berbagai cara selama tidak bertentangan dan
dapat dipahami para pihak.
Mengenai pertentangan yang ditimbulkan dengan dua masalah perihal
“satu majelis” dan “satu waktu” justru dapat dikatakan bahwa kesinambungan
waktu pengucapan ijab dan kabul itu tetap terjaga dalam hal akad nikah melalui
telepon. Hal ini didasarkan dan bisa dilihat pada kenyataan yang dapat ditemukan
sehari-hari bahwa teknologi telekomunikasi dikaitkan dengan kasus akad nikah
melalui telepon justru memberikan fasilitas sambungan langsung, sehingga
penghasilan percakapan berupa suatu dialog seperti hal percakapan tanpa media.
91Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 63.
92Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, h. 26.
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Bahkan pada jarak yang sangat jauh sekalipun telepon mampu mengirim suara itu
dengan cepat, hampir sebanding dengan kecepatan suara ketika dua orang
berbicara dengan berhadap-hadapan langsung dalam suatu tempat.
Dalam  kaitannya dengan kasus akad nikah lewat telepon, belum
ditemukan secara tegas adanya peraturan  yang mengaturnya. Pasal 10 ayat 3
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan
undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi: “Dengan
mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya
dan kepercayaan itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan
dihadiri oleh kedua orang saksi.”93 Jika ditafsirkan, isi ayat tersebut masih bisa
ditafsirkan secara bervariasi, bagaimana jika dilakukan dihadiri dua orang atau
dua kelompok saksi, akan tetapi secara terpisah, dalam arti satu kelompok
menghadiri ijabnya saja dan yang lain menghadiri kabulnya saja. Praktik tersebut
bisa juga disebut dihadiri oleh dua orang saksi, tetapi secara terpisah.94
Menurut penulis mengenai akad nikah melalui telepon sebagaimana fakta
bahwa belum diatur dalam hukum perkawinan serta pada umumnya kehidupan
manusia rentan dengan perubahan karena erat dengan perkembangan zaman,
tempat dan keadaan, maka dalam menyikapi terjadinya perubahan dan
perkembangan kemajuan teknologi sedangkan norma hukum belum memiliki dalil
secara khusus terhadap peristiwa-peristiwa modern, sehingga Nabi Muhammad
pernah menyatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:
93Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”
Dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan, h. 35.
94Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, h. 14.
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 ْﻢُﻛ َﺎﯿُْﻧد  ِرْﻮُُﻣِﺄﺑ  ُﻢَﻠْﻋأ  ُْﻢﺘْﻧأ
Terjemahnya:
“Kamu lebih mengetahui urusan dunia kamu”.(HR. Muslim)
Hadits tersebut memberikan gambaran bahwa terkait dengan
perkembangan dunia masa depan tidak menutup kemungkinan bahwa dunia
modern akan memunculkan peristiwa hukum yang tidak diatur secara tegas dalam
norma hukum sebelumnya sehingga diperlukan kreatifitas para hakim untuk
menemukan hukum baru guna mengatasi persoalan baru tersebut. Demikian
halnya dengan hukum Islam yang memiliki karakter bersifat elastis dan bukan
statis,95 sebagaimana abu ishak al-syatibi dalam kutipan Abdul Wahab, agama
Islam merupakan agama yang lentur dan toleran, karena ia mengandung sifat yang
tidak mempersulit kepada penganutnya.96 Dalam kaidah fikih juga dinyatakan:
َنﺎﻣْزﻷا  ِﺮﱡﯿََﻐِﺘﺑ  َِمﺎﻜْﺣﻷا  ََﻐﺗ ُﺮﱡﯿ  ُﺮَﻜُْﻨَﯾﻻ
Terjemahnya:
“Tidak dapat diingkari bahwa adanya perubahan hukum lantaran,
berubahnya waktu (masa).97
Maksud terjadinya perubahan hukum karena adanya perubahan zaman,
sebab dalam perubahan dan perkembangan zaman tersimpan harapan yang lebih
baik yaitu kemaslahatan. Selain itu perubahan zaman berdampak besar terhadap
pertumbuhan dan perkembangan suatu hukum yang didasarkan pada
kemaslahatan itu. Mengingat hukum yang ditetapkan pada masa lampau
95M. Ali Hasan, Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh, Hasil Refleksi Ijtihad
Dyekh Muhammad Ali As-Saayis, (Jakarta: Rajawi Press, 1995), h. 115.
96Abdul Wahhab Ibrahim Abu Sulaiman, Pengaruh Darurat dan Hajat dalam Hukum
Islam, (Cet. I; Semarang : Dina Utama Semarang, 1994), h. 15.
97Imam Musbikin, Qawaid Al-Fiqhiyah, (Cet. I; Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 101.
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umumnya disesuaikan dengan realita kemaslahatan masyarakat pada masa itu,
maka realita masa sekarang pun penetapan hukumnya harus disesuaikan dengan
kemaslahatan masa sekarang.
Dengan demikian penulis berpendapat bahwa menetapkan hukum akad
nikah melalui telepon akan memunculkan dua pendapat hukum yaitu:
1. Akad nikah melalui telepon itu sah jika hal tersebut disebabkan akad
nikah pada perkawinan yang dimaksudkan telah memenuhi rukun dan
syarat sah suatu perkawinan yang menjelaskan mengenai ijab dan
qabul yang tidak dilakukan dalam satu majelis atau secara non fisik
menurut Hambali, Hanafi dan Maliki seperti yang dijelaskan diatas.
2. Akad nikah melalui telepon  itu tidak sah apabila berdasarkan pada
pendapat Syafi’i tentang akad, maka perkawinan tidak sah karena
mengharuskan calon pengantin pria dan wali nikah berada dalam satu
majelis secara fisik dan para saksi harus menyaksikan secara langsung.
C. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Akad Nikah Melalui
Telepon
Akad nikah melalui telepon pada prakteknya jarang dilakukan meskipun
ada juga yang melakukan perkawinan tersebut, hal itu semata-mata karena
keadaan yang sifatnya terpaksa harus dilakukan dengan cara demikian. Meskipun
undang-undang tidak melarang akad nikah melalui telepon, namun
pelaksanaannya banyak memenuhi kendala-kendala, terutama tentang tata cara
atau prosedur pelaksanaan perkawinannya. Sebagaimana kehendak yang ingin
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melaksanakan pernikahan harus lebih dulu diberitahukan kepada pegawai pencatat
ditempat perkawinan tersebut akan dilangsungkan, kemudian kehendak tersebut
diumumkan oleh pegawai pencatat perkawinan hingga sepuluh hari setelah
pengumuman tersebut barulah perkawinan dapat dilaksanakan (pasal 10 dan pasal
11 PP No.9 Tahun 1975) antara lain:
Pasal 10 berbunyi:
a. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman
kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud
dalam pasal 8 peraturan pemerintah ini.
b. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing
/agamanya dan kepercayaannya.
c. Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing
hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan
dihadapan pergawai pencatat dan dihadiri oleh dua oang saksi.98
Pasal 11 berbunyi:
a. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan pasal 10 peraturan pemerintah ini, kedua belah pihak
menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai
pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
b. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai, selanjutnya
ditandatangani pula oleh kedua saksi pegawai pencatat yang menghadiri
98Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”
Dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan, h. 35.
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perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama
Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
c. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah
tercatat secara resmi.99
Perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh
dua orang saksi. Tetapi akan timbul kendala apabila akad nikah tersebut dilakukan
melalui telepon. Akad nikah melalui telepon tata caranya juga harus berdasarkan
Pasal 8, 9, 10 dan Pasal 11 PP No.9 Tahun 1975, perbedaannya hanya dalam
pelaksanaan perkawinan tersebut, yakni akad nikahnya melalui telepon. Dalam hal
ini melakukan akad nikah melalui telepon juga harus adanya saksi baik yang di
Indonesia maupun di luar Indonesia serta penandatangan akta nikah yang
berdasarkan Pasal 11 dikemukakan setelah dilangsungkannya perkawinan, kedua
mempelai, wali dan para saksi menandatangani akta nikah yang telah disiapkan
oleh pegawai pencatat perkawinan.
Penandatangan inilah yang menjadi kendala karena kedudukan kedua
mempelai dan saksi yang terpisah satu sama lain. Maka hal ini yang akan dapat
menghambat kepastian hukum bagi kedua mempelai, akta nikah tersebut belum
dapat dikatakan sempurna atau mempunyai kekuatan hukum. Meskipun
perkawinannya sendiri dapat dikatakan sah menurut agama dan kepercayaan
masing-masing.
Akta nikah tersebut dapat menjadi sempurna dan mempunyai kekuatan
hukum apabila telah ditandatangani oleh kedua mempelai dan para saksi serta
99Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,”
Dalam Undang-Undang Pokok Perkawinan, h. 36.
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wali mempelai wanita. Meskipun akta nikah tersebut hanya bersifat administratif,
namun keberadaannya dapat membuktikan bahwa mereka itu berstatus suami
isteri yang sah menurut hukum Negara.
Pencatatan perkawinan selain memiliki kekuatan hukum juga bersifat
kewajiban Negara dalam pelayanan publik yaitu melakukan pencatatan dan
menerbitkan akta perkawinan. Selain itu, pandangan hukum dalam ikatan
perkawinan yang sah akan membawa kedudukan anak-anak yang dilahirkan
dalam perkawinan tersebut menjadi anak dalam perkawinan yang sah menurut





1. Akad Nikah Melalui Telepon dalam Tinjauan Hukum Perkawinan Islam
harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Kedudukan ijab kabul
dalam akad nikah melalui telepon terdapat dua penafsiran dalam
keabsahannya, selama belum ada ketegasan dari lembaga penegak hukum
pendapat mana yang diberlakukan di peradilan agama, maka akad nikah
sah selama proses terjadinya ijab kabul tidak ada keraguan dan memenuhi
rukun dan syarat dalam pelaksanaannya walaupun dikaitkan dengan
persoalan kedudukan satu majelis, baik ditinjau secara fisik maupun
nonfisik.
2. Hukum Akad Nikah Melalui Telepon Dalam Tinjauan Hukum Perkawinan
Islam bahwa pelaksanaan ijab kabul melalui telepon dalam
pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak
bertentangan dengan kompilasi hukum islam, maka perkawinan tersebut
sudah sah. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan 29
Kompilasi Hukum Islam antara lain tidak berselang waktu, kemudian
dilakukan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan dan diucapkan
langsung oleh mempelai laki-laki melalui telepon, kemudian semua aspek
perkawinan terpenuhi antara lain rukun, syarat sah, syarat-syarat
perkawinan.
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3. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan akad nikah melalui telepon yaitu
penandatanganan akta nikah inilah yang menjadi kendala karena
kedudukan kedua mempelai dan saksi yang terpisah satu sama lain. Maka
hal inilah yang dapat menghambat kepastian hukum bagi kedua mempelai
karena belum adanya salah satu tanda tangan dari mempelai, akta nikah
belum dapat dikatakan sempurna atau mempunyai kekuatan hukum
meskipun perkawinannya sendiri dapat dikatakan sah menurut agama dan
kepercayaan masing-masing.
B. Saran
1. Hendaknya masyarakat dapat mengerti dan memahami bahwa
perkembangan zaman yang semakin maju, akan menimbulkan suatu
dampak dalam perkembangan hukum, maka hukum yang dimaksud
mesti juga berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga
bersesuaian dengan kaedah dan ushul fikih bahwa hukum itu akan
berubah bersama dengan perubahan zaman, waktu dan perubahan
tempat, sehingga muncul masalah akad nikah melalui telepon
merupakan suatu kemajuan dari semakin pesatnya perkembangan
zaman.
2. Perlunya juga dilakukan pembaharuan terhadap undang-undang
dengan memasukkan peristiwa hukum baru yang belum diatur secara
tegas seperti memasukkan pengaturan mengenai ijab kabul dalam akad
nikah melalui telepon atau ketidakhadiran secara fisik salah satu
mempelai dalam akad nikah tidak mengurangi keabsahan dari
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perkawinan tersebut karena suatu hal yang sangat mendesak agar dapat
memberikan kepastian hukum yang sah.
3. Meskipun akad nikah melalui telepon dianggap sah, alangkah baiknya
akad nikah dilakukan secara normal dengan bertemunya masing-
masing pihak secara langsung. Melaksanakan akad nikah melalui
telepon jika memang diperlukan karena jarak yang berjauhan dan tidak
memungkinkan masing-masing pihak bertemu secara langsung.
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